BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010
A. PENGUKURAN KINERJA
Tahun 2010 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. Metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja adalah dengan menggunakan Matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang terdapat dalam Lampiran C, dan Matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (Matrik PPS), yang terdapat dalam Lampiran D. Dalam rangka mencapai setiap sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh karena itu pada tanggal 28 Desember 2010 di terbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dapat diketahui dengan cara melakukan pengukuran terhadap pencapaian kinerja. Pengukuran terhadap pencapaian kinerja tersebut meliputi : pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian kinerja sasaran.
Pengukuran pencapaian kinerja dapat menggunakan formula yang disesuaikan dengan kondisi output dari suatu kegiatan, yaitu :

1. Apabila output dan outcome suatu kegiatan tidak tercapai sesuai dengan target, maka formula (1) yang digunakan adalah :
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NO. UNIT KERJA PAGU AWAL PEMOTONGAN

LUNCURAN/ 

PENCANTUMAN/ 

PERCEPATAN 

PENARIKAN PHLN

APBN-P

PENAMBAHAN 

PAGU 

PENGGUNAAN 

PNBP

BLU TOTAL PAGU

1 Sekretariat Jenderal 

322,940,226

-                                 -                                       -                                 -                                 -                                

322,940,226           

2 Inspektorat Jenderal

71,001,767

-                                 -                                       -                                 -                                 -                                

71,001,767             

3 Ditjen Phb. Darat 

1,838,442,619

-                                 -                                       -                                 -                                 -                                

1,838,442,619       

4 Ditjen Perkeretaapian 

3,729,460,695 1,110,000 174,511,692 14,000,000

-                                 -                                

3,916,862,387       

5 Ditjen Phb. Laut 

4,438,417,303 10,040,862 12,000,000 137,500,000 45,139,559

-                                

4,623,016,000       

6 Ditjen Phb. Udara 

3,873,546,579

-                                

37,317,424 546,500,000 5,635,905

-                                

4,462,999,908       

7 Badan Litbang Phb.

87,828,682

-                                 -                                       -                                 -                                 -                                

87,828,682             

8 Badan PSDM Phb.

1,472,198,018

-                                 -                                      

1,048,400,000

-                                

51,865,300 2,572,463,318       

15,833,835,889 11,150,862 223,829,116 1,746,400,000 50,775,464 51,865,300 17,895,554,907

JUMLAH


2. Apabila output dan outcome suatu kegiatan tercapai sesuai dengan target tetapi dana yang digunakan lebih rendah dari rencana anggaran, maka formula (2) yang digunakan adalah:
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KEU. FISIK

1 Sekretariat Jenderal 

18 322.94                    285.39 88.37           97.31         

2 Inspektorat Jenderal

1 71.00                       56.51 79.59           100.00      

3 Ditjen Phb. Darat 

82 1,838.44                 1,702.54                92.61           98.14         

4 Ditjen Perkeretaapian 

25 3,916.86                 3,342.51                85.34           89.73         

5 Ditjen Phb. Laut 

355 4,623.02                 4,022.02                87.00           90.20         

6 Ditjen Phb. Udara 

166 4,463.00                 3,931.81                88.10           90.04         

7 Badan Litbang Phb.

5 87.83                       81.09                      92.33           100.00      

8 Badan PSDM Phb.

24 2,572.46                 2,067.73                80.38           83.90         

676 17,895.55              15,489.61              86.56           90.18         

JUMLAH

PROSENTASE (%)

REALISASI PAGU

JUMLAH UPT/ 

SATKER

UNIT KERJA NO.


B. EVALUASI KINERJA 
Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap pencapaian kinerja kegiatan pada form PKK Kementerian Perhubungan tahun 2010 didasarkan kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan  program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2010  yang disesuaikan dengan kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014. Hasil evaluasi tingkat pencapaian kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Secara total pencapaian kinerja kegiatan Kementerian Perhubungan memiliki nilai baik karena secara rata rata memiliki nilai pencapaian kinerja 102.25% dengan kegiatan pencapaian kinerja tertinggi sebesar 143.17% dan terendah 46.49%, dari 67 kegiatan strategis yang didasarkan kepada Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran yang diamanatkan dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2010-2014.  
Dari 67 kegiatan strategis tersebut, 48 kegiatan memiliki nilai diatas 100% (dengan kisaran angka 100,40% dan 143,17%), 4 kegiatan memiliki nilai 100%, dan 15 kegiatan memiliki nilai dibawah 100% (dengan kisaran angka 46.49% dan 99,72%). 
Berikut ini 3 peringkat terbaik kinerja kegiatan berdasarkan persentase pencapaian kinerja dengan melihat daya serap pagu anggaran dan efisiensi serta memperhitungkan faktor Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : 
1. Kegiatan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 (Percepatan Pemberantasan Korupsi) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik dengan nilai persentase sebesar 143,17%, dimana ouput dan outcome dari target kinerja kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terealisasi 100% atau lebih, sedangkan masukan dana anggaran yang digunakan sebesar Rp.1,79 Milyar dapat terealisasi sebesar Rp.1,02 Milyar sehingga terjadi efisiensi dana pagu anggaran yang digunakan.
2. Kegiatan Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan oleh Inspektorat Jenderal dengan nilai persentase 141,46%, dimana ouput dan outcome dari target kinerja kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terealisasi 100% atau lebih, sedangkan masukan dana anggaran yang digunakan sebesar Rp. 6,96 Milyar dapat terealisasi sebesar Rp. 4,07 Milyar sehingga mengalami efisiensi dana pagu anggaran yang digunakan.
3. Kegiatan Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan SDM oleh Badan Pengembangan SDM dengan nilai persentase sebesar 135,47%, dimana ouput dan outcome dari target kinerja kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terealisasi 100% atau lebih, sedangkan masukan dana anggaran yang digunakan sebesar Rp. 24,16 Milyar dapat terealisasi sebesar Rp. 15,59 Milyar sehingga terjadi efisiensi dana pagu anggaran yang digunakan.
Sedangkan 3 peringkat terendah kinerja kegiatan berdasarkan persentase pencapaian kinerja dengan melihat daya serap pagu anggaran dan efisiensi serta memperhitungkan faktor Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: 

1.   Kegiatan Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM aparatur oleh Inspektorat Jenderal dengan nilai persentase sebesar 46,50%, dimana ouput dan outcome dari target kinerja kegiatan yang sudah ditetapkan tidak dapat terealisasi dengan baik atau dibawah 100%, sedangkan masukan dana yang ada sebesar Rp. 2,18 Milyar tidak dapat terealisasi dengan baik atau hanya terserap sebesar Rp. 1,01 Milyar. 
2.   Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Pengelola Diklat oleh Badan Pengembangan SDM dengan persentase 74,33%, dimana ouput dan outcome dari target kinerja kegiatan yang sudah ditetapkan tidak dapat terealisasi dengan baik atau dibawah 100%, sedangkan masukan dana yang ada sebesar Rp. 4,28 Milyar tidak dapat terealisasi dengan baik atau hanya terserap sebesar Rp. 3,18 Milyar.
3.   Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Dermaga ASDP oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan persentase 76,45%, dimana ouput dan outcome dari target kinerja kegiatan yang sudah ditetapkan tidak dapat terealisasi dengan baik atau dibawah 100%, sedangkan masukan dana yang ada sebesar Rp. 71,63 Milyar tidak dapat terealisasi dengan baik atau hanya terserap sebesar Rp. 54,76 Milyar.
Pencapaian kinerja kegiatan dalam ruang lingkup sasaran dengan melihat daya serap pagu anggaran dan efisiensi serta memperhitungkan faktor Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:
Sasaran 1 adalah Peningkatan Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Skala Nasional. Untuk sasaran pertama terdapat 18 kegiatan strategis dimana secara rata-rata memiliki nilai persentase 97,57% dengan nilai tertinggi sebesar 114,3% dan terendah 54,38%
1. Ditjen Perhubungan Darat memiliki nilai rata – rata sebesar 102.69%, dengan nilai terbaik pada kegiatan Implementasi Teknologi Dalam Rangka Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun Baru dengan nilai persentase sebesar 114,31% dan nilai terendah terdapat pada kegiatan Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan ASDP dengan nilai persentase sebesar  89,84%.
2. Ditjen Perkeretaapian hanya memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan penyidikan kecelakaan KA dengan persentase yang rendah yaitu sebesar 54,38%.
3. Ditjen Perhubungan Laut memiliki 8 kegiatan yang memiliki nilai rata–rata sebesar 101,63% dengan nilai kegiatan terbaik pada kegiatan Pembangunan (baru, lanjutan dan penyelesaian) Kapal Patroli, Navigasi, Inpection Boat dan Marine Surveyor dengan nilai persentase 104,07% sedangkan kegiatan terendah ada pada kegiatan Replace/Rehabilitasi Lanjutan Lampu Suar, Ramsu,  Ramtun dan Mensu dengan persentase 99,72%.
4. Ditjen Perhubungan Udara memiliki nilai rata–rata sebesar 85,01% dengan 2 kegiatan dibawah 100% yaitu Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan sebesar 87,11% dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan sebesar 82,91%

Sasaran 2 adalah Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah dengan IKU Peningkatan Jumlah Sarana, Prasarana dan Lintas Pelayanan Keperintisan/Subsidi Pelayanan Kelas Ekonomi. Sasaran kedua terdapat 8 kegiatan strategis dimana secara rata-rata memiliki nilai persentase 107,18% dengan nilai tertinggi sebesar 130,06% dan terendah 89,94%.
1. Ditjen Perhubungan Darat memiliki 4 kegiatan dengan nilai rata–rata sebesar 106,13% dengan nilai terbaik pada kegiatan Pelayanan Keperintisan Penyeberangan dengan nilai persentase sebesar 114,31% dan nilai terendah pada kegiatan Pengadaan Sarana Keperintisan Angkutan Jalan (Pengadaan Bus Perintis) dengan nilai persentase sebesar 100,46%.
2. Ditjen Perkeretaapian hanya memiliki satu kegiatan yaitu Pengadaan Kereta Makan Penumpang Kelas Ekonomi (dilengkapi dengan pembangkit listrik & fasilitas penyandang cacat (KMP3) dan Pengadaan kereta penumpang kelas ekonomi (K3) dengan persentase 130,06%.
3. Ditjen Perhubungan Laut memiliki 2 kegiatan dengan nilai rata–rata sebesar 106,46% dengan nilai kegiatan terbaik pada Pembangunan (baru dan lanjutan) Kapal Perintis dengan nilai persentase 109,27% dengan kegiatan terendah adalah pada subsidi angkutan laut perintis dengan persentase 103,66%.
4. Ditjen Perhubungan Udara hanya memiliki 1 kegiatan yaitu pelayanan angkutan udara perintis dengan kontribusi sebesar 89,95%.
Sasaran 3 adalah Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi dengan IKU Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Ditingkatkan Fungsinya serta IKU Jumlah Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Transportasi. Sasaran ketiga terdapat 13 kegiatan strategis dimana secara rata-rata memiliki nilai persentase 99,69% dengan nilai tertinggi sebesar 110,93% dan terendah 76,44%.
1. Ditjen Perhubungan Darat memiliki 4 kegiatan yang terkait dengan IKU lokasi prasarana transportasi yang dibangun, di rehabilitasi dan ditingkatkan fungsinya, dengan nilai rata –rata pencapaian kinerja sebesar 91,62 %  dengan nilai terbaik pada kegiatan Pembangunan Terminal Transportasi Jalan dengan nilai persentase 110,93 % dan nilai terendah pada kegiatan Rehabilitasi Prasarana Dermaga ASDP dengan nilai persentase sebesar 76,45%. Sedangkan terkait IKU pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Transportasi terdapat 2 kegiatan yaitu Pengembangan Pelayanan Sistem Angkutan Massal dengan persentase sebesar 104,15 % dan Pembangunan Bus Air dengan nilai persentase sebesar 100 %.
2. Ditjen Perkeretaapian hanya memiliki satu kegiatan yang terkait  dengan  prasarana transportasi yaitu Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Panjang Jalur Kereta Api dengan persentase sebesar 108,22% dan satu kegiatan yang terkait dengan sarana transportasi yaitu Pengadaan KRD (KRDI/KRDE/Railbuss) dan modifikasi KRL -> KRD Elektrik (Kontrak Tahun Jamak) dengan persentase sebesar 109,44 %.
3. Ditjen Perhubungan Laut memiliki 4 kegiatan yang terkait dengan IKU prasarana transportasi dengan nilai rata–rata pencapain kinerja sebesar 100.44% dengan nilai kegiatan terbaik pada Pembangunan Pelabuhan Baru dengan nilai persentase sebesar 103,97% dengan kegiatan terendah adalah pada Pembangunan dan Rehabilitasi Pelabuhan Lanjutan dengan persentase sebesar 93,13%

4. Ditjen Perhubungan Udara memiliki satu kegiatan yang terkait dengan IKU prasarana transportasi yaitu kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara dengan nilai sebesar 105,92%.
Sasaran 4 adalah Peningkatan kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi dengan IKU Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan, IKU Laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), IKU Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang ditetapkan dan IKU Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya. Sasaran keempat terdapat 20 kegiatan strategis dimana secara rata-rata memiliki nilai persentase 104,24% dengan nilai pencapaian tertinggi sebesar 143,17% dan terendah 46,49%.
1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan IKU tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal melakukan kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 102.15%  dan kegiatan Penyusunan Lakip dan Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan dengan pencapaian kinerja sebesar 101 %.
2. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan IKU Laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Sekretariat Jenderal melakukan kegiatan Pemantauan & Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Anggaran dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 102% dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan persentase pencapaian sebesar 113.55% dan kegiatan Verifikasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan CaLK) dengan persentase sebesar 106,61%. 

Sedangkan dari sisi Inspektorat Jenderal kegiatan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 (Percepatan Pemberantasan Korupsi) dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 143,17% dan kegiatan Pembinaan/ Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan persentase sebesar 141,46%.
3. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan IKU Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perhubungan Yang Ditetapkan, terdapat kegiatan Peraturan Perundang-undangan Terkait Perhubungan Darat yang dilaksanakan oleh DItjen Perhubungan Darat dengan persentase pencapaian sebesar 130,29% dan kegiatan Perencanaan Umum/Kebijakan Teknis Bidang Transportasi Darat sebesar 103,36%. Kegiatan Penyusunan Peraturan Menteri mengenai standar, keahlian dan sertifikasi dibidang perkeretaapian mencapai kinerja sebesar 118,32%. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dibidang transportasi udara sebesar 100%.
4. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan IKU Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya terdapat 9 kegiatan dengan nilai rata rata sebesar 91,35%, dengan nilai tertinggi oleh Badan Pengembangan SDM dengan kegiatan Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan SDM sebesar 135,47% dan terendah pada kegiatan Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur oleh Inspektorat jenderal dengan nilai sebesar 46,50%.
Sasaran 5, adalah Peningkatkan Pengembangan Teknologi Transportasi Yang Efisien dan Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim dengan IKU Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Memenuhi Sertifikat Kelaikan. Sasaran kelima terdapat 6 kegiatan strategis dimana secara rata-rata memiliki nilai persentase 103,58% dengan nilai tertinggi sebesar 110% dan terendah 101,37%.
1. Ditjen Perhubungan Darat melakukan kegiatan Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi/ Tipe dengan pencapaian kinerja sebesar  103,42% dan kegiatan Efisiensi dan Diversifikasi Energi Sektor Transportasi Darat sebesar 101,60%

2. Ditjen Perkeretaapian melakukan kegiatan Pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 110% dan Pengujian dan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebesar 102,10%
3. Badan Litbang melakukan kegiatan Studi Rencana Aksi Nasional (RAN) Antisipasi Sektor Transportasi Menghadapi Climate Change dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 101,37% dan kegiatan Studi Penyusunan Blue Print  Pemanfaatan Energi Transportasi Dalam Rangka Mendukung Energy Mix 2025 dengan persentase sebesar 103%

C. Analisis Pencapaian Kinerja 
Sasaran 1
:
Peningkatan Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Untuk mencapai sasaran pertama, Kementerian Perhubungan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penurunan jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional. Pencapaian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2010 atas Sasaran Pertama dapat diinformasikan sebagai berikut:
Tabel IV.1

Pencapaian Kinerja Tahun 2010 atas Sasaran 1                                                      

Dengan Indikator Kinerja Outcome (Peningkatan Keselamatan Transportasi)
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	% Capaian

	1
	Tersedianya perlengkapan keselamatan jalan untuk mengurangi kecelakaan transportasi darat
	Set
	3
	3
	100

	2
	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan yang dipulihkan fungsinya untuk mempertahankan kinerja dan peningkatan keselamatan LLAJ
	Set
	3
	3
	100

	3
	Tersedianya peralatan inspeksi keselamatan LLAJ sebagai pendukung keselamatan transportasi darat
	Set
	1
	1
	100

	4
	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kompetensi pengemudi dan pelopor pelajar  yang mendukung keselamatan transportasi darat
	%
	100
	100
	100

	5
	Tersampaikannya informasi tentang keselamatan transportasi darat
	%
	100
	100
	100

	6
	Terselenggaranya peningkatkan kinerja ruas jalan dalam rangka keselamtan dan kelancaran arus mudik serta pelayanan angkutan umum selama periode lebaran, natal dan tahun baru.
	Kegiatan
	2
	2
	100

	7
	Dioperasikannya Sarana dan prasarana ASDP dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan
	
	
	
	

	
	-
	Breakwater yang selesai dibangun
	Lokasi
	4
	4
	100

	
	-
	SBNP pelabuhan penyeberangan yang selesai dikerjakan
	Paket
	1
	1
	100

	
	-
	SBNP sungai danau yang selesai dikerjakan
	Unit
	1
	1
	100

	
	-
	Pengerukan alur pelayaran yang selesai ditingkatkan
	Lokasi
	3
	1
	33,33

	8
	Laporan penelitian dan penyidikan  kecelakaan  kereta api dan  rekomendasi tindak lanjut untuk mengurangi tingkat kecelakaan
	Laporan
	81
	68
	83,95

	9
	Terpenuhinya kecukupan dan keandalan  dari pembangunan Ramsu, Mensu dan Ramtun dalam rangka peningkatan keselamatan tranportasi laut
	Unit
	8
	8
	100

	10
	Terpenuhinya kecukupan dan keandalan  dari Replace/rehabilitasi /lanjutan Ramsu, Mensu dan Ramtun dalam rangka peningkatan keselamatan tranportasi laut
	Unit
	15
	15
	100

	11
	Terpenuhinya kecukupan dan keandalan  dari pembangunan baru, lanjutan dan penyelesaian Kapal  dalam rangka peningkatan keselamatan tranportasi laut
	Unit
	34
	34
	100

	12
	Terpenuhinya tingkat kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana melalui rehab/docking kapal dalam rangka keselamatan dan keamanan transportasi laut
	Unit
	5
	5
	100

	13
	Terpenuhinya tingkat kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana melalui pembangunan VTS dan pemasangan VTIS dalam rangka keselamatan dan keamanan transportasi laut
	Lokasi
	3
	3
	100

	14
	Terpenuhinya Tingkat kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana keselamatan di selat malaka dan singapore (ANF)
	Lokasi
	1
	1
	100

	15
	Terpenuhinya tingkat kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana melalui pengadaan peralatan SAR dalam rangka keselamatan dan keamanan transportasi laut
	Set
	15
	15
	100

	16
	Terpeliharanya alur pelayaran untuk kelancaran operasional kapal dalm rangka keselamatan dan keamanan transportasi laut
	m³
	3.000.002
	3.000.002
	100

	17
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan
	
	
	
	

	
	-
	Prosentase pemenuhan pedoman dan standar pengoperasian bandar udara
	%
	70
	70
	100

	
	-
	Tingkat  Kejadian kecelakaan transportasi udara
	Injured/ 1 juta pnp
	0,27
	0,60
	-22,22

	
	-
	Tingkat fatalitas kecelakaan transportasi udara
	fatal/ 1 juta pnp
	0,15
	0,11
	126,67

	
	-
	Airtraffic Incident
	Incident
	40,00
	65,00
	37,50

	
	-
	kejadian/gangguan keamanan di bandara per tahun
	Kejadian/ gangguan
	12,00
	10,00
	116,67

	18
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemiliharaan prasarana keamanan penerbangan.
	
	
	
	

	
	-
	Tingkat  Kejadian kecelakaan transportasi udara
	Injured/ 1 juta pnp
	0,27
	0,60
	-22,22

	
	-
	Tingkat fatalitas kecelakaan transportasi udara
	fatal/ 1 juta pnp
	0,15
	0,11
	126,67

	
	-
	Airtraffic Incident
	Incident
	40,00
	65,00
	37,50

	
	-
	Kejadian/gangguan keamanan di bandara per tahun
	Kejadian/ gangguan
	12,00
	10,00
	116,67


Sumber : Lampiran PPS 2010

Sasaran 2
:
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah; 
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terutama untuk daerah terpencil dan perintis Merupakan tanggung jawab pemerintah. Kementerian Perhubungan setiap tahunnya selalu menyediakan dana anggaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya untuk daerah perintis dan daerah tertinggal terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan perekonomian masyarakat. Untuk mencapai sasaran kedua ini digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) peningkatan jumlah sarana, prasarana dan lintas pelayanan keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi.
Tabel IV.2 
Pencapaian Kinerja Tahun 2010 atas Sasaran 2                                                

Dengan Indikator Kinerja Outcome (Peningkatan Aksesibilitas Transportasi)
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1
	Terpenuhinya lokasi keperintisan yang dapat menjadi rute komersial dan meningkatkan perekonomian
	Lokasi
	22
	22
	100 

	2
	Terlaksananya realisasi angkutan bus perintis dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan perekonomian  di daerah terpencil
	Unit
	37
	37
	100 

	3
	Terlaksananya pelayanan lintas perintis dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan perekonomian  di daerah terpencil
	Lintasan
	91
	91
	100 

	4
	Tersedianya jumlah kapal penyeberangan untuk perintis yang siap beroperasi
	Unit
	19
	19
	100

	5
	Berfungsinya kereta  KMP3 dan K3 untuk pengangkutan penumpang kelas ekonomi
	Unit
	27
	27
	100

	6
	Terpenuhinya pelayanan transportasi laut pada wilayah terpencil /tertinggal/ perbatasan
	Trayek
	60
	60
	100

	7
	Terselenggaranya unit kapal perintis yang siap operasi untuk memenuhi pelayanan pada wilayah terpencil /tertinggal/ perbatasan           
	Unit
	7
	7
	100

	8
	Pelayanan angkutan udara perintis.
	
	
	
	

	
	-
	Terselenggaranya rute pelayanan perintis transportasi udara. 
	Rute
	118
	118
	100

	
	-
	Terselenggaranya bandara yang terhubungi rute komersil dan perintis.
	Bandara
	149
	155
	104.03%

	
	-
	Terselenggaranya rute perintis transportasi udara yang menjadi rute komersial.
	Rute
	3
	3
	100

	
	-
	Terselenggaranya rute pelayanan komersial transportasi udara
	Rute
	350
	355
	101,43

	
	-
	Rasio Kapasitas dibandingkan demand minimun 1:1 per penggal rute transportasi udara.
	Rasio
	122
	122
	100


Sumber : Lampiran PPS 2010

Sasaran 3
:
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi;

Tanggung jawab Kementerian Perhubungan di sektor transportasi tidak hanya di  bidang keperintisan, akan tetapi mencakup pula pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutar roda perekonomian nasional. Dalam sasaran ketiga ini terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 
a. Jumlah lokasi prasarana transportasi yang dibangun, di rehabilitasi dan ditingkatkan fungsinya

b. Jumlah pengadaan dan rehabilitasi sarana transportasi

Pencapaian sasaran berdasarkan IKU yang pertama (Prasarana) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel IV.3

Pencapaian Kinerja Tahun 2010 atas Sasaran 3 
Dengan Indikator Kinerja Outcome (Peningkatan Prasarana Transportasi)
	No.
	INDIKATOR
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1
	Terlaksananya implementasi teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan 
	
	
	
	

	
	-
	CCTV dpt beroperasi untuk masa Angkutan lebaran,Natal,Tahun Baru
	Lokasi
	21
	21
	100

	
	-
	Pembangunan minor fisik optimalisasi kinerja ruas jalan
	Lokasi
	3
	3
	100

	
	-
	Terlaksananya terminal yang direhabilitasi dan ditingkatkan fungsinya
	Set
	3
	3
	100

	
	-
	Terpasangnya VMS untuk memberikan informasi kondisi lalulintas dan angkutan jalan secara cepat dan akurat

	Set
	1
	1
	100

	2
	Terpenuhinya  terminal yang dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau pelayanan angkutan umum
	Lokasi
	14
	14
	100



	3
	Terpenuhinya prasarana Transportasi darat ASDP yang dipulihkan fungsinya untuk melayani angkutan penyeberangan dengan baik
	
	
	
	

	
	-
	Dermaga Penyeberangan 
	Lokasi
	6
	5
	83,33

	
	-
	Dermaga sungai 
	Lokasi
	11
	11
	100

	
	-
	Dermaga Danau 
	Lokasi
	4
	4
	100

	4
	Terpenuhinya prasarana transportasi darat ASDP yang dibangun untuk melayani angkutan penyeberangan dengan baik
	
	
	
	

	
	-
	Dermaga penyeberangan 
	Lokasi
	9
	7
	77,78

	
	-
	Dermaga penyeberangan lanjutan 
	Lokasi
	43
	43
	100

	
	-
	Dermaga sungai 
	Lokasi
	9
	9
	100

	5
	Terpenuhinya lokasi prasarana transportasi  perkeretapian yang dibangun, di rehabilitasi dan ditingkatkan fungsinya
	
	
	
	

	
	-
	Jalan KA yang di rehabilitasi dalam rangka peningkatan pelayanan infrastruktur kereta api
	Km’sp
	10.76 
	13.555 
	125,98

	
	-
	Jalan KA yang di tingkatkan  dalam rangka peningkatan pelayanan infrastruktur kereta api
	Km’sp
	232,298
	255,08333
	109,81

	
	-
	Jalan KA yang di bangun (Jalur Tunggal)  dalam rangka peningkatan pelayanan infrastruktur kereta api

	Km’sp
	25,9
	25,9
	100

	
	-
	Jalan KA yang di bangun (Jalur Ganda)  dalam rangka peningkatan pelayanan infrastruktur kereta api
	Km’sp
	27,59
	28,59
	103,62

	
	-
	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Tubuh Jalan  dalam rangka peningkatan pelayanan infrastruktur kereta api
	Km’sp
	31,48
	44,88
	142,57

	6
	Terpenuhinya peningkatan kapasitas prasarana pelabuhan laut yang baru dibangun dalam rangka pelayanan transportasi laut
	Lokasi
	28
	28
	100

	7
	Terpenuhinya peningkatan kapasitas prasarana pelabuhan laut lanjutan dan yang direhabilitasi dalam rangka pelayanan transportasi laut
	Lokasi
	106
	105
	99.06

	8
	Terpenuhinya peningkatan kapasitas prasarana pelabuhan laut yang telah diselesaikan dalam rangka pelayanan transportasi laut
	Lokasi
	19
	19
	100

	9
	Terpenuhinya peningkatan kapasitas prasarana pelabuhan laut  yang telah direhabilitasi karena gempa dalam rangka pelayanan transportasi laut
	Lokasi
	4
	4
	100

	10
	Prasarana Transportasi Udara yang dibangun, di rehabilitasi dan ditingkatkan fungsinya
	
	
	
	

	
	-
	Tersedianya bandar udara  dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori
	Bandara
	92
	92
	100

	
	-
	Sertifikat Bandar Udara

	SBU
	31
	31
	100


Sumber : Lampiran PPS 2010

Untuk pencapaian sasaran berdasarkan IKU kedua (sarana) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini
Tabel IV.4

Pencapaian Kinerja Tahun 2010 atas Sasaran 3 
Dengan Indikator Kinerja Outcome (Peningkatan Sarana Transportasi)
	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1
	Pengembangan pelayanan sistem angkutan massal
	
	
	
	

	
	-
	Tersedianya bus ukuran sedang untuk angkutan kota/pelajar/mahasiswa.
	Bus
	38
	38
	100

	
	-
	Tersedianya bus ukuran sedang untuk angkutan massal di wilayah perkotaan.
	Bus
	10
	10
	100

	
	-
	Tersedianya bus ukuran besar untuk angkutan massal di wilayah perkotaan
	Bus
	18
	18
	100

	
	-
	Tersedianya bus ukuran besar untuk angkutan massal di wilayah perkotaan.
	Bus
	25
	25
	100

	2
	Tersedianya Bus air yang siap beroperasi untuk melayani penumpang dengan baik
	Unit 
	4
	4
	100

	3
	Tersedianya KRD, KRDI, KRDE, Railbuss dalam  mendukung kegiatan transportasi menggunakan KA
	Unit
	40
	40
	100%


Sumber : Lampiran PPS 2010

Sasaran 4
:
Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi.

Untuk mencapai sasaran keempat terdapat 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
a. Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan nilai B;

b. Laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
c. Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang ditetapkan;

d. Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan nilai B, Kementerian Perhubungan melakukan berbagai upaya strategis seperti menerbitkan 5 (lima) Peraturan Menteri Perhubungan yang khusus terkait dengan Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan. Lima peraturan yang diterbitkan adalah sebagai berikut :

a. PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Kementerian Perhubungan; 

b. PM 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dilingkungan Kementerian Perhubungan;

c. PM 87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Dilingkungan Kementerian Perhubungan;

d. PM 88 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Dilingkungan Kementerian Perhubungan;

e. PM 89 Tahun 2010 tentang Pedoman Pegumpulan Data Kinerja Dilingkungan Kementerian Perhubungan.
Tabel IV.5
Pencapaian Kinerja Tahun 2010 atas Sasaran 4
 Dengan Indikator Kinerja Outcome (Peningkatan Akuntabilitas Kinerja)
	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1.
	Tersedianya Peraturan Menteri Perhubungan berkaitan dengan  Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan yang disampaikan kepada unit terkait
	Dokumen
	5
	5
	100

	2.
	Tersusunnya suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kementerian tahun 2010, Penyusunan penetapan kinerja  Kementerian Tahun 2011

	Dokumen
	2
	2
	100


  Sumber : Lampiran PPS 2010

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya sistematis seperti tertib administrasi dan pengawasan menyeluruh terhadap penyelenggaraan anggaran. Berikut pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama yang dimaksud.
Tabel IV. 6

Pencapaian Kinerja Tahun 2010 atas Sasaran 4
Dengan Indikator Kinerja Outcome (Peningkatan Akuntabilitas keuangan 
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1.
	Tercapainya tertib administrasi dalam pelaksanaan anggaran sesuai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
	Laporan
	143
	143
	100

	2.
	Terselenggaranya Pelaksanaan anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang efektif dan efisien
	Laporan
	18
	18
	100

	3
	Tercapainya penyerapan anggaran yang maksimal yang dapat dipertanggungjawabkan
	Laporan
	2
	2
	100

	4
	Program Kerja RAN-PK Kemenhub untuk mengurangi Tindak KKN di lingkungan Kemenhub

	Laporan
	2
	2
	100

	5
	Pembinaan/ Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
	
	
	
	

	
	-
	Koordinasi antar APIP dan Pengawas Ekstern terwujudnya koordinasi yang baik antar APIP dan Pengawas Ekstern
	Laporan
	4
	4
	100

	
	-
	Hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong terlaksananya temuan yang segera ditindaklanjuti
	Laporan
	12
	12
	100


  Sumber : Lampiran PPS 2010

Untuk mencapai sasaran 4 diperlukan pelaksanaan dari Indikator Kinerja Utama yaitu jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang ditetapkan dalam rangka mengukur kinerja pelaksanaan fungsi regulator dalam menyediakan norma, standar, pedoman dan kriteria dibidang perhubungan. Berikut adalah pencapaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama yang dimaksud.

Tabel IV. 7

Pencapaian Kinerja Tahun 2010 atas Sasaran 4
Dengan Indikator Kinerja Outcome (Reformasi Regulasi)
	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1
	Penetapan Peraturan Perundang-undangan dibidang transportasi darat
	Peraturan
	16
	22
	137,50

	2
	Tersedianya Pedoman Teknis / Konsep Pedoman Teknis / Kajian Teknis / Modul di Bidang Transportasi Darat
	Dokumen
	9
	9
	100

	3
	Peraturan Menteri yang menjadi pedoman peraturan  dibidang Perkeretaapian
	Naskah
	13
	13
	100

	4
	Peraturan & perundang-undangan / rancangan Perhubungan udara yang dihasilkan
	Naskah
	71
	71
	100


Sumber : Lampiran PPS 2010
Untuk mencapai sasaran 4 Indikator Kinerja Utama terakhir yang diperlukan adalah Indikator jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya. Berikut adalah pencapaian kinerja sasaran (outcome) dimaksud.
Tabel IV. 8

Pencapaian Kinerja Tahun 2010 atas Sasaran 4
Dengan Indikator Kinerja Outcome (Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan )
	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1
	Peningkatan kompetensi dan Pengadaan sertifikasi SDM perkeretaapian
	
	
	
	

	
	-
	Tercapainya standar kecakapan kompetensi SDM awak sarana (Masinis dan Ass Masinis)
	Sertifikat
	3.776
	3.776
	100

	
	-
	Tercapainya standar kecakapan kompetensi SDM  petugas pengoperasian (PPKA dan PJL)
	Sertifikat
	5.468
	5.468
	100

	
	-
	Tercapainya standar kecakapan kompetensi SDM  petugas  tenaga Pemeriksa (JPJ)
	Sertifikat
	933
	933
	100

	
	-
	Tercapainya standar kecakapan kompetensi SDM  petugas Penguji (sarana dan prasarana)
	Sertifikat
	78
	78
	100

	2
	Terlaksananya kegiatan dalam rangka dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Perhubungan udara
	
	
	
	

	
	-
	Terpenuhinya personil/ SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki kompetensi tertentu
	Orang
	15
	15
	100

	
	-
	Terpenuhinya personil yang mempunyai lisensi
	Orang
	11.748
	11.713
	99,70

	3
	Terpenuhinya lulusan Diklat bidang transportasi  mempunyai kompetensi tinggi dan  berstandar  internasional, profesional serta didukung  fisik jasmani  yang prima
	Orang
	120.613
	119.593
	99,15

	4
	Terpenuhinya dosen/widyaiswara/instruktur/pegawai yang meningkat kemampuannya di bidang transportasi
	Orang
	510
	488
	95,69

	5
	Terpenuhinya pegawai BPSDM yang meningkat  keterampilan dan pengetahuannya
	Orang
	266
	266
	100

	6
	Terpenuhinya Aparatur yang memiliki gelar dan kinerjanya meningka t setelah mengikuti Diklat Aparatur Negara (Teknis, Struktural, fungsional dan prajabatan)
	Orang
	29.877
	29.025
	97,15

	7
	Terpenuhinya pegawai Itjen yang mempunyai keahlian Profesional
	Orang
	35
	30
	85,71

	8
	Terpenuhinya pegawai/SDM Itjen dengan kompetensi tertentu
	Orang
	395
	144
	36,64

	9
	Terpenuhinya peserta yang mengikuti program Pendidikan Formal S2, S1 dan Pelatihan kompetensi SDM Perhubungan (7 shortcourse) 
	Orang
	181
	181
	100


Sumber : Lampiran PPS 2010
Sasaran 5
:
Meningkatkan Pengembangan Teknologi Transportasi Yang Efisien dan Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim.
Untuk mencapai sasaran 5 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa jumlah sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi sertifikat kelaikan. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan fungsi sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana transportasi sesuai perkembangan teknologi dan ketentuan dibidang lingkungan yang berlaku secara internasioanal. Berikut ini adalah pencapain kinerja untuk mencapai sasaran 5.
Tabel IV. 9
Pencapaian Kinerja Tahun 2010 atas Sasaran 5
Dengan Indikator Kinerja Outcome (Peningkatkan pengembangan 
teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan)
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	SAT
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1
	Terlaksananya hasil uji tipe kendaraan bermotor untuk item tertentu setara dengan regulasi internasional
	Set
	1
	1
	100

	2
	Tersedianya converter kit pada kendaraan umum dalam rangka efisiensi dan ramah lingkungan
	Unit
	445
	445
	100

	3
	Terwujudnya standar kelaikan sarana perkeretaapian
	Sertifikat
	279
	279
	100

	4
	Terwujudnya standar kelaikan prasarana perkeretaapian
	Sertifikat
	55
	55
	100

	5
	Tersusunnya konsep rumusan kebijakan–kebijakan dan rencana aksi sektor transportasi untuk mengantispasi perubahan iklim serta dampak yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan pembangunan sektor transportasi
	Buku
	1
	1
	100

	6
	Tersusunnya arahan pengembangan, program serta prioritas tahapan implementasi pemanfaatan energi transportasi yang sejalan dgn kebijakan energy mix 2025 untuk  penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien
	Buku
	1
	1
	100


    Sumber : Lampiran PPS 2010
D.
ANALISIS KEUANGAN
1. Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2010

Sesuai Pagu Definitif yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2010 bahwa alokasi anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2010 sebesar Rp.15.833.835.889.000,- (Rp. 15.83 Trilyun) dengan perincian  untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut :

	a.
	Sekretariat Jenderal
	Rp
	322.940.226.000,-

	b.
	Inspektorat Jenderal
	Rp
	71.001.767.000,-

	c.
	Ditjen Perhubungan Darat
	Rp
	1.838.442.619.094,-

	d.
	Ditjen Perkeretaapian
	Rp
	3.729.460.695.000,-

	e.
	Ditjen Perhubungan Laut
	Rp
	4.438.417.303.000,-

	f.
	Ditjen Perhubungan Udara
	Rp
	3.873.546.579.000,-

	g.
	Badan Litbang
	Rp
	87.828.682.000,-

	h.
	Badan Pengembangan SDM
	Rp
	1.472.198.018.000,-


Pagu DIPA awal tahun 2010 sebesar Rp. 15.83 Trilyun mengalami perubahan menjadi Rp  17.89 Trilyun dengan rincian dari Sumber Dana Rupiah Murni sebesar 16.05 Trilyun (89,68%) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp.1.84 Trilyun (10,31%). Dengan rincian dana:
Table IV.10

Rincian per Jenis Belanja
	Belanja Pegawai
	:
	1.27 Trilyun (7,15%)

	Belanja Barang
	:
	3.20 Trilyun (17,90%)

	Belanja Modal
	:
	13.4 Trilyun (74,95%)

Rupiah Murni : 11.56 Trilyun

	
	
	Pinjaman Luar Negeri : 1.84 Trilyun


                           Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan, 2010

Perubahan pagu DIPA awal tahun 2010 sebesar Rp. 15.83 Trilyun menjadi sebesar Rp. 17.89 Trilyun antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Ditjen Perkeretaapian penambahan pagu sebesar  Rp 187,40 Milyar, terdiri dari:
1)   Pemotongan/pengurangan Pagu Belanja Barang yang tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009 sebesar Rp 1,11 Milyar;

2)   Tambahan alokasi anggaran luncuran PHLN sebesar Rp 45 Milyar pada Satker Perencanaan Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian untuk pekerjaan Engineering Services Jakarta MRT Project Loan JICA IP-536 
3)   Pencantuman PHLN sebesar Rp. 64,19 Milyar,- pada Satker Pengembangan Sarana Perkeretaapian untuk pekerjaan Pengadaan 10 Train Set KRL (Loan KfW);
4)   ABT TA.2010 sebesar Rp.14 Milyar pada satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur untuk Pemasangan sinyal listrik di Stasiun Surabaya Kota Tahap I

5)   Tambahan alokasi anggaran luncuran PHLN sebesar Rp 65,32 Milyar pada Satker Peningkatan Jalan KA Lintas Utara Jawa untuk kekurangan pembayaran retensi sinyal telekomunikasi dan CTC pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Jalan Kereta Api antara Cikampek – Cirebon Segmen III sebesar Rp 4,82 Milyar dan pekerjaan Modifikasi Stasiun Cirebon sebesar  Rp 60,50 Milyar Loan JICA IP-489
b. Ditjen Perhubungan Laut penambahan pagu sebesar Rp 184,60 Milyar, terdiri dari :
1)   APBN-P rupiah murni sebesar Rp.137,50 Milyar;

2)  Pemotongan/pengurangan Pagu Belanja Barang yang tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009 sebesar Rp 10,04 Milyar;

3)   Penambahan pencantuman Pinjaman Luar Negeri pada kegiatan Marine Electronic Highway sebesar 12 Milyar;

4)   Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp 45,14 Milyar;
c. Ditjen Perhubungan Udara penambahan pagu sebesar Rp. 589,45 Milyar, terdiri dari:
1)   Penambahan pencantuman Pinjaman Luar Negeri pada kegiatan INK BANK - Procurement of ARFF Equipment Belanda sebesar Rp. 17,73 Milyar;
2)   Penambahan pencantuman Hibah Luar Negeri pada kegiatan ORET - Procurement of ARFF Equipment Belanda sebesar Rp. 19,59 Milyar;

3)   APBN-P sebesar Rp. 546,50 Milyar pada 14 Satker ;

4)   Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp. 5,64 Milyar;

d. Badan PSDM, penambahan pagu sebesar Rp. 1.10 Trilyun, terdiri dari : 
1)   APBN-P sebesar Rp. 1.04 Trilyun;

2)   Pencantuman BLU sebesar Rp. 51,87 Milyar;

Perkembangan Alokasi Dana Tahun Anggaran 2010 Kementerian Perhubungan, sebagai berikut :
IV.11
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KEU FISIK

1. Ditjen Perkeretaapian 535,000,000,000                    535,000,000,000                    100.00   

100.00     

2. Ditjen Phb. Laut 600,000,000,000                    600,000,000,000                    100.00   

100.00     

3. Ditjen Phb. Udara 161,898,661,000                    4,198,847,000                        2.59       

2.62          

1,296,898,661,000                 1,139,198,847,000                 87.84     

87.87       

TOTAL

%

REALISASI PAGU DIPA TERBIT UNIT ORGANISASI No. 

Perkembangan Alokasi Dana TA. 2010 Kementerian Perhubungan
Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan, 2010

Tahun Anggaran 2010 Kementerian Perhubungan memperoleh alokasi dana BA. 999 sebesar Rp. 2,75 Milyar,  dengan rincian sebagai berikut :
a. Ditjen Perkeretaapian 

Kegiatan Public Service Obligation, sebesar Rp. 535 Milyar; 
b. Ditjen Perhubungan Laut

Kegiatan Public Service Obligation, sebesar Rp. 600 Milyar;
c. Ditjen Perhubungan Udara

Kegiatan Bea Masuk Di Tanggung Pemerintah (BMDTP), sebesar Rp.161,90 Milyar.
2. Pelaksanaan/Penyerapan Anggaran Tahun 2010

a. Realisasi penyerapan anggaran DIPA Kementerian Perhubungan TA. 2010 (BA. 022) posisi 31 Desember 2010 adalah sebesar 86.56% atau sebesar Rp. 15.48 Trilyun dari total pagu DIPA, sedangkan realisasi fisik sebesar 90,18 %. Dari DIPA TA. 2010 posisi 31 Desember  2010 untuk dana Rupiah Murni (RM) dengan pagu sebesar Rp.16.05 Trilyun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.49 Trilyun (90,29%). Sedangkan untuk Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) pagu sebesar Rp.1.84 Trilyun realisasi keuangan sebesar 998,62 Milyar (54,12 %)

IV.12

[image: image5.emf]1 SEKRETARIAT JENDERAL 322,940,226,000          37,546,129,089          11.63  

2 INSPEKTORAT JENDERAL 71,001,767,000            14,493,351,870          20.41  

3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 1,833,442,619,000      131,669,487,277        7.18     

4 DITJEN PERKERETAAPIAN 3,047,228,455,000      154,665,770,000        5.08     

5 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 3,954,616,000,000      282,677,698,000        7.15     

6 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 4,280,162,484,000      497,713,393,982        11.63  

7 BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 87,828,682,000            6,738,790,494            7.67     

8 BADAN PSDM PERHUBUNGAN 2,453,073,318,000      433,803,781,973        17.68  

16,050,293,551,000    1,559,308,402,685    9.71     

DANA TIDAK 

TERSERAP RM

%

T O T A L

(dalam Rp.)

NO. UNIT KERJA PAGU DANA RM

Realisasi penyerapan anggaran DIPA Kemenhub 2010
          Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan, 2010

b. Realisasi penyerapan anggaran DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum (BABUN) / BA.999 TA. 2010 posisi 31 Desember 2010, Keuangan sebesar 87,84 % dan fisik sebesar 87,87 %.
IV.13

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 
Bagian Anggaran Bendahara Umum (BABUN) / BA.999
[image: image6.emf]1 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 5.000.000.000            4.236.057.000        84,72  

2 DITJEN PERKERETAAPIAN 869.633.932.000        419.689.594.000    48,26  

3 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 668.400.000.000        318.314.382.000    47,62  

4 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 182.837.424.000        33.474.998.500      18,31  

5 BADAN PSDM PERHUBUNGAN 119.390.000.000        70.924.829.590      59,41  

1.845.261.356.000    846.639.861.090    45,88  

%

T O T A L

(dalam Rp.)

NO. UNIT KERJA PAGU DANA PHLN

DANA TIDAK 

TERSERAP PHLN


Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan, 2010
3. Dana Rupiah Murni (RM) Yang Tidak Terserap TA.2010 :

Berdasarkan data posisi 31 Desember 2010, dana tidak terserap TA. 2010 secara total sebesar Rp. 2.40 Trilyun dari total pagu sebesar  Rp. 17.89 Trilyun. Dana Rupiah Murni (RM) yang tidak dapat terserap sampai akhir tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 1.55 Trilyun dari total pagu Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 16.05 Trilyun sebagai berikut :
IV.14
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           Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan, 2010
Rincian dana Rupiah Murni (RM) yang tidak terserap antara lain :
a. Ditjen Perhubungan Darat : sebesar Rp 131,67 Milyar antara lain :
1) Sisa Belanja Pegawai (termasuk transito) sebesar Rp. 6,4 Milyar;
2) Sisa Belanja Barang sebesar Rp. 33,25 Milyar :
a) Satker Pengembangan Keperintisan terdapat sisa kontrak subsidi perintis SDP sebesar Rp. 16,16 Milyar
b) Sisa Kontrak Keperintisan LLAJ sebesar Rp. 2,06 Milyar
3)   Tanda Bintang (Blokir) Belanja Barang sebesar Rp. 0,23 Milyar Sisa Dana Kegiatan Belanja Barang sebesar Rp. 14,79 MilyarSisa Belanja Modal sebesar Rp. 92,03 Milyar;
a) Kegiatan tidak dilaksanakan belanja modal sebesar Rp. 10 Milyar
b) Tanda Bintang (Blokir) Belanja Modal sebesar Rp. 7,02 Milyar
c) Sisa Kontrak Strategis Belanja Modal sebesar Rp. 49,03 Milyar
d) Sisa Kontrak Non-Strategis Belanja Modal sebesar Rp. 11,50 Milyar
e) Sisa Kontrak Studi sebesar Rp. 3,05 Milyar
f) Selisih nilai kontrak dengan Realisasi akibat tidak terpenuhinya progress fisik sebesar Rp. 11,43 Milyar:
b. Ditjen Perkeretaapian  :  sebesar Rp 154,70 Milyar antara lain :
1)   Kekurangan Dana Belanja Pegawai sebesar Rp. - 2,15 Milyar
a) Kekurangan Belanja Pegawai Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian, akibat kenaikan gaji pegawai dan adanya tambahan pegawai yang belum diperhitungkan saat pengusulan pegawai sebesar Rp. - 2,15 Milyar
b) Kekurangan Belanja Pegawai Satker Kantor Administrator TPK Gede Bage Bandung, akibat kenaikan gaji pegawai yang belum diperhitungkan saat pengusulan anggaran sebesar Rp. -0,02 Milyar
c) Sisa Dana Belanja Pegawai satker Kantor Administrator TPK Solo Jebres dan Kantor Administrator TPK Rambipuji Jember Rp.0,02 Milyar
2)   Sisa Dana Belanja Barang sebesar Rp. 9,90 Milyar:
a) Sisa Dana Kegiatan Belanja Barang sebesar Rp. 6,86 Milyar;

b) Dana Tanda Bintang (Blokir) sebesar Rp. 3,04 Milyar
3)   Sisa Dana Belanja Modal Sebesar Rp. 146,98 Milyar :
a) Kegiatan Tidak Dilaksanakan sebesar Rp. 65,42 Milyar; 
b) Sisa Dana Kegiatan Belanja Modal sebesar Rp. 12,56 Milyar;
c) Sisa Kontrak Belanja Modal sebesar Rp. 61,70 Milyar;
d) Dana Tanda Bintang (Blokir) sebesar Rp. 7,31 Milyar.
c. Ditjen Perhubungan Laut  : sebesar Rp. 282,68 Milyar antara lain yaitu :
1)   Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 69,12 Milyar;

2)   Sisa Belanja Barang sebesar Rp. 127 Milyar :

a) Kegiatan tidak dilaksanakan Belanja Barang sebesar Rp. 2,17 Milyar;

b) Sisa Dana Kegiatan Belanja Barang sebesar Rp. 105,59 Milyar;

c) Sisa Kontrak Kegiatan Strategis sebesar Rp. 7,98 Milyar;

d) Dana Tanda Bintang (Blokir) sebesar Rp. 11,26 Milyar;

3)   Sisa Belanja Modal sebesar Rp. 86,56 Milyar :

a) Kegiatan tidak dilaksanakan Belanja Modal sebesar Rp. 13,95 Milyar;

b) Sisa Dana Kegiatan Belanja Modal sebesar Rp. 1,74 Milyar;

c) Sisa Kontrak Kegiatan Strategis sebesar Rp. 61,22 Milyar;

d) Dana Tanda Bintang (Blokir) sebesar Rp. 9,65 Milyar;

d. Ditjen Perhubungan Udara : sebesar Rp. 497,71 Milyar :
1)   Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp 22,61 Milyar;
2)   Sisa Belanja Barang Rp 146,74 Milyar :

a) Tanda Bintang Belanja Barang Rp 28,27 Milyar;

b) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp. 3,83 Milyar;

c) Sisa Kontrak Strategis Rp.114,64 Milyar
3)   Belanja Modal Rp 328,37 Milyar :

a) Tanda Bintang RM Rp.128,51 Milyar;

b) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp. 9,15 Milyar  

c) Sisa Kontrak Strategis dan Non Strategis Rp. 190,71 Milyar
e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan : sebesar Rp.433,80 Milyar:
1)   Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp 12,57 Milyar :
a) Tanda Bintang (Blokir) sebesar Rp. 0,04 Milyar;
b) Sisa Dana Belanja Pegawai sebesar Rp. 5,18 Milyar;

c) Sisa Dana Belanja Pegawai Transito sebesar Rp. 7,34 Milyar.
2)   Sisa Belanja Barang sebesar Rp 123,28 Milyar :
a) Kegiatan tidak dilaksanakan Belanja Barang sebesar Rp.1,14 Milyar;

b) Sisa Dana Belanja Barang sebesar Rp.70 Milyar;

c) Sisa Dana Belanja Barang BLU sebesar Rp.35,84 Milyar;

d) Tanda Bintang (Blokir) Belanja Barang sebesar Rp. 13,49 Milyar;

e) Biaya pemeliharaan alat simulator laboratorium sebesar Rp. 0,14 Milyar, karena masih dalam masa pemeliharaan pihak ketiga;

f) Belanja operasional dan pemeliharaan sebesar Rp. 2,68 Milyar, disebabkan antara lain karena adanya duplikasi anggaran.
3)   Sisa Belanja Modal Rp. 297,95 Milyar :

a) Sisa Kontrak Strategis Rp. 71 Milyar;

b) Sisa Dana Belanja Modal sebesar Rp. 0,8 Milyar;

c) Sisa Dana Belanja Modal BLU sebesar Rp. 0,49 Milyar
d) Tanda Bintang (Blokir) Belanja Modal sebesar Rp. 65,26;

e) Kegiatan tidak dilaksanakan Belanja Modal sebesar Rp. 160,40 Milyar;
4. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Yang Tidak Terserap :
Dana PHLN yang tidak dapat terserap sampai akhir tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 846,64 M, terdiri dari :
IV.15
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NO. UNIT KERJA PAGU AWAL PEMOTONGAN

LUNCURAN/ 

PENCANTUMAN/ 

PERCEPATAN 

PENARIKAN PHLN

APBN-P

PENAMBAHAN 

PAGU 

PENGGUNAAN 

PNBP

BLU TOTAL PAGU

1 Sekretariat Jenderal 

322,940,226

-                                 -                                       -                                 -                                 -                                

322,940,226           

2 Inspektorat Jenderal

71,001,767

-                                 -                                       -                                 -                                 -                                

71,001,767             

3 Ditjen Phb. Darat 

1,838,442,619

-                                 -                                       -                                 -                                 -                                

1,838,442,619       

4 Ditjen Perkeretaapian 

3,729,460,695 1,110,000 174,511,692 14,000,000

-                                 -                                

3,916,862,387       

5 Ditjen Phb. Laut 

4,438,417,303 10,040,862 12,000,000 137,500,000 45,139,559

-                                

4,623,016,000       

6 Ditjen Phb. Udara 

3,873,546,579

-                                

37,317,424 546,500,000 5,635,905

-                                

4,462,999,908       

7 Badan Litbang Phb.

87,828,682

-                                 -                                       -                                 -                                 -                                

87,828,682             

8 Badan PSDM Phb.

1,472,198,018

-                                 -                                      

1,048,400,000

-                                

51,865,300 2,572,463,318       

15,833,835,889 11,150,862 223,829,116 1,746,400,000 50,775,464 51,865,300 17,895,554,907

JUMLAH

Dana PHLN yang tidak dapat terserap
Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan, 2010
a. Ditjen Perhubungan Darat sisa Dana PHLN tidak terserap sebesar Rp.4,24 Milyar dikarenakan Satker Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat kegiatan TA IBRD Road Safety Awareness 3843 / INO SRIP sebesar Rp. 4,24 Milyar tidak dapat dilaksanakan.  
b. Ditjen Perkeretaapian sisa dana PHLN tidak terserap sebesar         Rp. 419,69 Milyar  dikarenakan adanaya dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri tidak dilaksanakan sebesar Rp. 232,76 Milyar, pada :
1)   Satker Peningkatan Jalan KA Lintas Selatan Jawa, Pekerjaan konstruksi pembangunan jalan KA jalur ganda antara Kroya – Kutoarjo  (Loan JICA IP-548) , tidak dapat dilakasanakan sebesar  Rp. 5 Milyar;

2)   Satker Pembangunan Double-double Track, pekerjaan Elektrifikasi antara Bekasi – Cikarang (Loan JICA IP-508, paket B1), tidak dapat dilaksanakan sebesar Rp 225 Milyar;.

3)   Satker Pengembangan Fasilitas Perawatan Prasarana Perkeretaapian, pekerjaan Jasa Konsultansi Track Maintenance Improvement Program (Loan KfW), tidak dapat dilaksanakan sebesar Rp 2,76 Milyar.
a) Sisa Dana Kegiatan PHLN sebesar Rp.  115,13Milyar;

b) Tanda Bintang PHLN sebesar Rp. 71,79 Milyar
c. Ditjen Perhubungan Laut sisa Dana PHLN tidak terserap sebesar  Rp. 318,31 Milyar dikarenakan :
1)   Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri tidak dilaksanakan pada kegiatan MEH sebesar Rp. 12 Milyar; 
2)   Sisa Dana Kegiatan PHLN sebesar Rp. 59,72 Milyar;
a) Satker Pengembangan Pelabuhan Tg. Priok Port Jakarta kegiatan lanjutan Pembangunan Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Port, tidak teserap sebesar Rp. 10, 44 Milyar;
b) Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat, sebesar Rp. 29,28 Milyar: 
·     kegiatan Maintanance and Replacement of Aids to Navigation in Strait of Mallaca sebesar Rp. 22 Milyar;
·     kegiatan Vessel Traffic System in the Strait of Mallaca sebesar Rp. 27,28 Milyar.
3)   Tanda Bintang PHLN sebesar Rp. 246,59 Milyar
a) Kelebihan alokasi pagu anggaran :
·    Lanjutan pembangunan Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Port sebesar Rp.120,05 Milyar;

·    Maritime Telecomunication System Development Project (Phase IV) sebesar Rp. 64,46 Milyar;

·    Pembangunan Vessel Traffic System sebesar Rp. 4,47 Milyar.
b) Belum ada Loan Agreement : 
·     Indosrep Project sebesar Rp. 42,62 Milyar;

·     Improvement & Development of Indonesia Aids to Navigation sebesar Rp. 15 Milyar.
d. Ditjen Perhubungan Udara sisa dana PHLN tidak terserap sebesar Rp 33,47 Milyar : 
1)   Kegiatan tidak dilaksanakan PHLN sebesar Rp. 6,54 Milyar;

Direktorat Navigasi Penerbangan untuk kegiatan Project for Improvement Aviation Safety Policy (Hibah JICA).
2)   Tanda Bintang (Blokir) PHLN sebesar Rp. 23,52 Milyar :
a) Direktorat Keamanan Penerbangan, sebesar Rp. 18,93 Milyar : 
Hibah Luar Negeri dari Pemerintah Belanda untuk Airport Security Improvement Project sebesar Rp. 18,93 Milyar;
b) Direktorat Navigasi Penerbangan, sebesar Rp. 2,88 Milyar :
·      Hibah Luar Negeri dari Pemerintah Australia, bantuan Indonesia Transport Safety Assistance Package sebesar    Rp. 1 Milyar;
·     Pinjaman Luar Negeri kegiatan Restructuring and Regulatory Reform for Civil Aviation Authority Technical Assistance sebesar Rp. 1,88 Milyar;
c) Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat, sebesar Rp. 1,71 Milyar : 
Hibah Luar Negeri kegiatan Project for Strengthening Capacity on Ensuring Safe and Efficient Aircraft Operation sebesar Rp. 1,71 Milyar;
· Sisa Dana Kegiatan PHLN sebesar Rp. 2,69 Milyar;
· Sisa Kontrak Kegiatan PHLN sebesar Rp. 0,72 Milyar.
e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sisa dana PHLN tidak terserap sebesar Rp 70,92 Milyar : 
1)   Pusdiklat Perhubungan Laut :
a) Maritime Education and Training Improvement Project tidak dilaksanakan karena keterlambatan konsultan dalam menyelesaikan masalah teknis sebesar Rp.61,53 Milyar;

b) Ship Analytic, tidak dilaksanakan karena belum mendapat approval dari UPT/ Satker penerima alat sebesar Rp. 9,39 Milyar.   
5. Dana Bertanda Bintang (Blokir) :
Pada posisi 31 Desember 2010, dana yang masih bertanda bintang sebesar Rp.623,49 Milyar atau 3,49% dari total pagu sebesar Rp.17.89 Trilyun. Kegiatan tanda bintang (blokir) pada Kementerian Perhubungan  Tahun Anggaran 2010 disebabkan antara lain: 

a. Alokasi dana PHLN dan Rupiah Murni Pendamping yang Grant/Loan Agreement masih dalam proses;

b. Dana blokir yang tidak diusulkan pencairan, disebabkan antara lain :

1) Kelebihan alokasi dana PHLN;

2) Dana non alokasi;

3) Diperlukan Peraturan Menteri Keuangan untuk remunerasi;

4) Sertifikasi tanah / IMB belum ada;

5) Duplikasi kegiatan pada satker STIP, untuk pengadaan GMDSS dan pada kantor pusat Ditjen Hubla untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan;

6) Belum adanya SBU tentang besaran honor petugas jasa kebandarudaraan dan jasa bantuan hukum untuk pengadaan/pembebasan tanah;

7) Kurang lengkapnya data dukung kegiatan;

8) Belum ada indeks satuan harga untuk kegiatan bantuan hukum pengadaan / pembebasan lahan;

9) Penjajakan loan dengan calon negara donor.

c. Waktu tidak mencukupi untuk pengerjaan.
6. Anggaran Pagu Belanja Negara – Penambahan (APBN-P) :
Pertambahan Anggaraan Pagu Belanja Negara Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1,75 Milyar, dengan rincian:
a. Ditjen Perhubungan Udara :

Dari 23 paket kegiatan APBN-P, 8 paket Kegiatan pada Satker Bandar Udara Medan Baru merupakan amandemen kontrak.

b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan :

Dari 15 paket kegiatan APBN-P, 1 paket Kegiatan Pembangunan Balai Diklat Ilmu Pelayaran Sorong pada BPSDM Perhubungan sebesar       Rp. 100 Milyar tidak dapat dilaksanakan. 
7. Beberapa Hambatan / Masalah Penyerapan Anggaran antara lain :
a. E-Monitoring & Reporting :
Sesuai dengan hasil rapat yang dilaksanakan di Biro Keuangan dan Perlengkapan tanggal 14 Desember 2010 perihal Evaluasi Aplikasi E-Monitoring dan Reporting, ditemukenali hal-hal sebagai berikut, yaitu :
1)  Terdapat nilai pagu yang masih salah;

2) Terdapat realisasi fisik yang belum diinput;

3)   Banyaknya realisasi pada kegiatan yang dikontrakkan belum diinput baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik;

4)   Terdapat rencana penarikan yang terlambat dilakukan updating.

b. Pembahasan RKA-KL dengan waktu sangat terbatas, hanya diberi waktu ± 2 minggu (10 hari kerja) sehingga :

1)   Adanya salah AKUN, temuan berulang dari BPK mengenai BAS yang tidak sesuai, hal ini disebabkan adanya persepsi yang berbeda antara perencana, pelaksana anggaran, dan pelaporan akuntansi, sehingga banyak Revisi DIPA berkaitan dengan perubahan AKUN;

2)   Tingginya dana bertanda bintang, dana bertanda bintang dalam DIPA TA.2010 cukup besar yaitu Rp. 2.765,23 miliar atau 15,47% dari total pagu Kementerian Perhubungan.

c. Dalam pengetikan RKA-KL, staf/operator sering berubah-ubah sehingga dalam usulan tidak konsisten dengan RKA-KL yang ada pada Ditjen Anggaran.
d. Pengusulan pencairan tanda bintang :

1)  Data dukung tidak lengkap, sehingga proses berlarut-larut;

2)  Data dukung Copy Paste dari tahun sebelumnya.
e. Revisi DIPA/POK :

1)   Data Copy Paste dari tahun sebelumnya.

2)   Dalam surat terdapat kekeliruan perhitungan yang diusulkan sehingga diperlukan usulan perbaikan dari Eselon I terkait. Ini menjadikan proses revisi berlarut-larut.

f. Penyediaan alokasi dana PHLN terlalu berlebihan / tidak sesuai dengan usulan

1)   Beberapa kegiatan yang perlu didanai dari pinjaman luar negeri sudah tercantum dalam DIPA, namun belum ada negara donor yang membiayai (baru pada tahapan pernyataan berminat).

2)   Adanya kelebihan alokasi dana (PHLN).
g. Proses tender perlu waktu lama :

1)   Banyaknya sanggahan dalam proses pelelangan, yang terdeteksi sebanyak 55 sanggahan dan 20 sanggahan banding;

2)   Adanya tender ulang;

3)   Tingginya tingkat kehati-hatian.

h. Banyaknya pengaduan LSM dan pemeriksaan aparat pengawasan dan penegak hukum yang berlapis-lapis, padahal pekerjaan belum selesai atau belum dimulai sehingga menghambat proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan.

i. Dalam proses pelelangan untuk kegiatan fisik terdapat 2 paket pelelangan yaitu konstruksi fisik & supervisi/ pengawasan. Karena Supervisi harus dilakukan dengan sistem pelelangan prakualifikasi, maka akan memakan waktu lebih lama.

j. Izin penggunaan dana PNBP menunggu Maksimum Pencairan (MP) dan persetujuan MP terbit diakhir tahun anggaran, hal ini mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari PNBP tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya;

k. Kondisi di lapangan realisasi fisik jauh lebih tinggi dibandingkan pembayaran / realisasi keuangan, hal ini disebabkan karena tingginya tingkat kehati-hatian para KPA & guna menghindari surat-surat kaleng / tuduhan-tuduhan dari oknum-oknum yang ingin membuat situasi tidak kondusif. 

l. Di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian, dalam satu Direktorat (Unit Eselon II) terdapat beberapa Satker, yaitu :
1)   Ditjen Perhubungan Darat

a) Direktorat LLASDP terdapat 6 Satker.

b) Direktorat LLAJ terdapat 4 Satker.

c) Direktorat BSTP terdapat 3 Satker.

2)   Ditjen Perkeretaapian

a) Direktorat Teknik Prasarana terdapat 2 Satker.

b) Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana terdapat 2 Satker.

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Kementerian Perhubungan telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2010, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran Satker dalam triwulanan untuk mengetahui progres kegiatan masing-masing Satker secara terperinci

2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi masing-masing Satker

3. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain (Pemda setempat) dalam memperoleh ijin agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.
4. Menghindari usulan revisi DIPA yang tidak mendesak dalam pelaksanaan anggaran;
5. Dana Bertanda Bintang :

a) Percepatan proses usulan pencairan dana yang bertanda bintang/blokir dengan dilampiri data dukung yang lengkap; 

b) Melengkapi data dukung;

c) Untuk kegiatan yang dananya masih bintang/blokir dilakukan pelelangan tidak mengikat sambil menunggu persetujuan pencairan dana bintang/blokir dengan mempedomani ketentuan yang berlaku; 

6. Percepatan proses pengusulan kontrak tahun jamak / Multiyears Contract 

7. Proses pembayaran :

a) Melakukan perencanaan kas untuk pelaksanaan kegiatan dengan menyusun perkiraan kebutuhan dana per aktivitas per bulan;

b) Melakukan inventarisasi kegiatan - kegiatan yang belum kontrak dan upaya untuk segera dikontrakkan dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan dan batas akhir tahun anggaran;

c) Melakukan inventarisasi kegiatan - kegiatan yang diprediksi tidak akan terserap dan langkah-langkah tindaklanjutnya, misalnya revisi dengan tidak merubah program/sasaran;

d) Membuat prediksi/prognosa realisasi daya serap sampai dengan Semester I dan Semester II tahun 2011.

8. Melakukan sistem pelaporan berbasis website yaitu sistem E-Monitoring & Reporting pada setiap UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Antisipasi terhadap hambatan yang biasa ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan baik faktor alam atau curah hujan atau bandara yang belum siap dioperasikan untuk angkutan udara perintis, misalnya dengan lelang tidak mengikat
10. Koordinasi / konsultasi dengan auditor (BPKP, Itjen dll) agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang peraturan pengadaan barang dan jasa.
11. Perencanaan yang lebih matang dalam menyusun rencana anggaran, untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang akan terjadi.

12. Mapping kegiatan dan SDM yang terlibat di dalamnya secara lebih detail agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan satu dengan lainnya serta koordinasi antar Bagian/Inspektorat yang lebih intensif
13. Mengeluarkan Instruksi, antara lain :

a) Instruksi Menteri Perhubungan No. IM 3 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, E-Monitoring dan Pengendalian Program/ Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

b) Instruksi Menteri Perhubungan No. IM 4 Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 Tentang Percepatan Peningkatan Daya Serap DIPA TA.2010 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
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      Realisasi 


Tingkat Pencapaian Kinerja (%) =  ---------------------- x 100% 


    Rencana





     Rencana - (Realisasi – Rencana) 


Tingkat Pencapaian Kinerja (%)  =   ---------------------------------------- x 100% 


                       Rencana
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[image: image9.emf]1 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 5.000.000.000            4.236.057.000        84,72  

2 DITJEN PERKERETAAPIAN 869.633.932.000        419.689.594.000    48,26  

3 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 668.400.000.000        318.314.382.000    47,62  

4 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 182.837.424.000        33.474.998.500      18,31  

5 BADAN PSDM PERHUBUNGAN 119.390.000.000        70.924.829.590      59,41  

1.845.261.356.000    846.639.861.090    45,88  

%

T O T A L

(dalam Rp.)

NO. UNIT KERJA PAGU DANA PHLN

DANA TIDAK 

TERSERAP PHLN

110

[image: image10.emf](dalam Miliar Rp.)

KEU. FISIK

1 Sekretariat Jenderal 

18 322.94                    285.39 88.37           97.31         

2 Inspektorat Jenderal

1 71.00                       56.51 79.59           100.00      

3 Ditjen Phb. Darat 

82 1,838.44                 1,702.54                92.61           98.14         

4 Ditjen Perkeretaapian 

25 3,916.86                 3,342.51                85.34           89.73         

5 Ditjen Phb. Laut 

355 4,623.02                 4,022.02                87.00           90.20         

6 Ditjen Phb. Udara 

166 4,463.00                 3,931.81                88.10           90.04         

7 Badan Litbang Phb.

5 87.83                       81.09                      92.33           100.00      

8 Badan PSDM Phb.

24 2,572.46                 2,067.73                80.38           83.90         

676 17,895.55              15,489.61              86.56           90.18         

JUMLAH

PROSENTASE (%)

REALISASI PAGU

JUMLAH UPT/ 

SATKER

UNIT KERJA NO.

[image: image11.emf](dalam Rp.)

KEU FISIK

1. Ditjen Perkeretaapian 535,000,000,000                    535,000,000,000                    100.00   

100.00     

2. Ditjen Phb. Laut 600,000,000,000                    600,000,000,000                    100.00   

100.00     

3. Ditjen Phb. Udara 161,898,661,000                    4,198,847,000                        2.59       

2.62          

1,296,898,661,000                 1,139,198,847,000                 87.84     

87.87       

TOTAL

%

REALISASI PAGU DIPA TERBIT UNIT ORGANISASI No. 

[image: image12.emf]1 SEKRETARIAT JENDERAL 322,940,226,000          37,546,129,089          11.63  

2 INSPEKTORAT JENDERAL 71,001,767,000            14,493,351,870          20.41  

3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 1,833,442,619,000      131,669,487,277        7.18     

4 DITJEN PERKERETAAPIAN 3,047,228,455,000      154,665,770,000        5.08     

5 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 3,954,616,000,000      282,677,698,000        7.15     

6 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 4,280,162,484,000      497,713,393,982        11.63  

7 BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 87,828,682,000            6,738,790,494            7.67     

8 BADAN PSDM PERHUBUNGAN 2,453,073,318,000      433,803,781,973        17.68  

16,050,293,551,000    1,559,308,402,685    9.71     

DANA TIDAK 

TERSERAP RM

%

T O T A L

(dalam Rp.)

NO. UNIT KERJA PAGU DANA RM

DIPA BABUN



				DIPA BABUN TA. 2010                                                                                        (BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA) / BA. 999

														(dalam Rp.)

				No. 		UNIT ORGANISASI		PAGU DIPA TERBIT		REALISASI		%

												KEU		FISIK

				1.		Ditjen Perkeretaapian		535,000,000,000		535,000,000,000		100.00		100.00		-		41.25		41.25

				2.		Ditjen Phb. Laut		600,000,000,000		600,000,000,000		100.00		100.00		-		46.26		46.26

				3.		Ditjen Phb. Udara		161,898,661,000		4,198,847,000		2.59		2.62		157,699,814,000		12.48		0.33

				TOTAL				1,296,898,661,000		1,139,198,847,000		87.84		87.87				100.00		87.84

				CAT: DITJEN KA, untuk realisasi sampai saat ini masih merupakan dana cadangan
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SISA DANA

		REKAPITULASI SISA DANA BA 022 DIPA TAHUN ANGGARAN 2010

		DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

																								(Dalam Rupiah)

		NO		SUB SEKTOR		PAGU DIPA BA 022		REALISASI		%		SISA DANA

												KEGIATAN YG TIDAK DILAKSANAKAN		KELEBIHAN BEL. PEGAWAI, TRANSITO, DAN SISA DANA KEGIATAN		SISA KONTRAK		TANDA BINTANG / BLOKIR		DANA BLU		TOTAL SISA DANA		%

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11=6+7+8+9+10		12

		1		SEKRETARIAT JENDERAL		322,940,226,000		285,394,096,911		88.37		1,168,539,646		27,695,993,883		6,271,321,560		2,410,274,000		-		37,546,129,089		11.63

				- Belanja Pegawai		45,726,642,000		40,527,738,285		88.63		-		5,198,903,715		-		-		-		5,198,903,715		11.37

				- Belanja Barang		217,385,441,000		187,592,323,116		86.29		1,168,539,646		22,497,090,168		4,454,814,070		1,672,674,000		-		29,793,117,884		13.71

				- Belanja Modal RM		59,828,143,000		57,274,035,510		95.73		-		-		1,816,507,490		737,600,000		-		2,554,107,490		4.27

				- Belanja Modal PLN		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



		2		INSPEKTORAT JENDERAL		71,001,767,000		56,508,415,130		79.59		-		14,270,018,530		223,169,340		164,000		-		14,493,351,870		20.41

				- Belanja Pegawai		13,612,497,000		10,449,268,768		76.76		-		3,163,228,232		-		-		-		3,163,228,232		23.24

				- Belanja Barang		54,745,775,000		43,638,820,702		79.71		-		11,106,790,298		-		164,000		-		11,106,954,298		20.29

				- Belanja Modal RM		2,643,495,000		2,420,325,660		91.56		-		-		223,169,340		-		-		223,169,340		8.44

				- Belanja Modal PLN		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



		3		DITJEN PHB DARAT		1,838,442,619,000		1,702,537,074,723		92.61		9,236,057,000		32,619,093,906		81,803,977,371		12,246,416,000		-		135,905,544,277		7.39				135,905,544,277

				- Belanja Pegawai		34,928,554,000		28,533,047,094		81.69		-		6,395,506,906		-		-		-		6,395,506,906		18.31		28,533,047,094		28,533,047,094		-				6,395,506,906

				- Belanja Barang		299,258,536,000		266,010,035,105		88.89		-		14,791,720,000		18,225,180,895		231,600,000		-		33,248,500,895		11.11		266,010,035,105		266,010,035,105		-

				- Belanja Modal RM		1,499,255,529,000		1,407,230,049,524		93.86		5,000,000,000		11,431,867,000		63,578,796,476		12,014,816,000		-		92,025,479,476		6.14		1,407,230,049,524		1,407,230,049,524		-

				- Belanja Modal PLN		5,000,000,000		763,943,000		15.28		4,236,057,000		-		-		-		-		4,236,057,000		84.72		763,943,000		763,943,000		-



		4		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387,000		3,342,476,457,000		85.34		298,181,067,000		132,365,527,000		61,697,158,000		82,142,178,000		-		574,385,930,000		14.66		574,385,930,000

				- Belanja Pegawai		16,041,375,000		18,194,525,000		113.42		-		(2,153,150,000)		-		-		-		(2,153,150,000)		(13.42)		18,194,525,000		18,194,525,000		-

				- Belanja Barang		43,257,208,000		33,390,088,000		77.19		-		6,826,817,000		-		3,040,303,000		-		9,867,120,000		22.81		33,390,088,000		33,395,835,000		5,747,000

				- Belanja Modal RM		2,987,929,872,000		2,840,947,507,000		95.08		65,416,727,000		12,557,366,000		61,697,158,000		7,311,115,000		-		146,982,366,000		4.92		2,840,947,506,000		2,837,760,172,000		(3,187,334,000)

				- Belanja Modal PLN		869,633,932,000		449,944,337,000		51.74		232,764,340,000		115,134,494,000		-		71,790,760,000		-		419,689,594,000		48.26		449,944,338,000		453,619,773,000		3,675,435,000

																										SEHARUSNYA		SELISIH

		5		DITJEN PHB LAUT		4,623,016,000,000		4,022,023,920,000		87.00		28,125,655,000		236,170,759,000		69,197,544,000		267,498,122,000		-		600,992,080,000		13.00		600,992,080,000		-

				- Belanja Pegawai		737,609,233,000		668,488,806,000		90.63		-		69,120,427,000		-		-		-		69,120,427,000		9.37		69,120,427,000		-

				- Belanja Barang		1,218,724,124,000		1,091,724,953,000		89.58		2,170,042,000		105,590,910,000		7,980,674,000		11,257,545,000		-		126,999,171,000		10.42		126,999,171,000		-

				- Belanja Modal RM		1,998,282,643,000		1,911,724,543,000		95.67		13,955,613,000		1,736,760,000		61,216,870,000		9,648,857,000		-		86,558,100,000		4.33		86,558,100,000		-

				- Belanja Modal PLN		668,400,000,000		350,085,618,000		52.38		12,000,000,000		59,722,662,000		-		246,591,720,000		-		318,314,382,000		47.62		318,314,382,000		-



		6		DITJEN PHB UDARA		4,462,999,908,000		3,931,811,515,518		88.10		19,519,545,000		25,299,186,361		306,065,018,621		180,304,642,500		-		531,188,392,482		11.90		531,188,392,482.00		- 0

				- Belanja Pegawai		248,586,924,000		225,981,103,639		90.91		-		22,605,820,361		-		-		-		22,605,820,361		9.09

				- Belanja Barang		829,841,689,000		683,102,933,838		82.32		3,832,145,000				114,635,185,662		28,271,424,500		-		146,738,755,162		17.68		146,738,755,162

				- Belanja Modal RM		3,201,733,871,000		2,873,365,052,541		89.74		9,147,400,000		-		190,709,832,959		128,511,585,500				328,368,818,459		10.26

				- Belanja Modal PLN		182,837,424,000		149,362,425,500		81.69		6,540,000,000		2,693,366,000		720,000,000		23,521,632,500				33,474,998,500		18.31		ERROR:#NAME?

																										ERROR:#NAME?

		7		BADAN LITBANG		87,828,682,000		81,089,891,506		92.33		-		5,668,484,990		977,333,504		92,972,000		-		6,738,790,494		7.67

				- Belanja Pegawai		16,221,990,000		11,283,471,587		69.56		-		4,938,518,413		-		-		-		4,938,518,413		30.44

				- Belanja Barang		27,309,490,000		26,486,551,423		96.99		-		729,966,577		-		92,972,000		-		822,938,577		3.01

				- Belanja Modal RM		44,297,202,000		43,319,868,496		97.79		-		-		977,333,504		-		-		977,333,504		2.21

				- Belanja Modal PLN		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



		8		BADAN PSDM		2,572,463,318,000		2,067,734,706,437		80.38		173,747,028,200		152,489,451,669		71,490,802,600		78,794,920,000		28,206,409,094		504,728,611,563		19.62

				- Belanja Pegawai		166,608,765,000		154,038,120,348		92.45		-		12,528,644,652		-		42,000,000		-		12,570,644,652		7.55

				- Belanja Barang		512,989,177,000		389,709,656,560		75.97		3,957,712,000		77,625,832,796		491,195,000		13,488,388,000		27,716,392,644		123,279,520,440		24.03

				- Belanja Modal RM		1,773,475,376,000		1,475,521,759,119		83.20		160,399,316,200		800,144,631		70,999,607,600		65,264,532,000		490,016,450		297,953,616,881		16.80

				- Belanja Modal PLN		119,390,000,000		48,465,170,410		40.59		9,390,000,000		61,534,829,590		-		-		-		70,924,829,590		59.41



		JUMLAH				17,895,554,907,000		15,489,576,077,225		86.56		529,977,891,846		626,578,515,339		597,726,324,996		623,489,688,500		28,206,409,094		2,405,978,829,775		13.44

																						2,405,978,829,775

		Catatan :

		-		Dana blokir di ditjen Perhubungan Udara pada belanja barang adalah dana BLU 

		-		Dana blokir di ditjen Perhubungan Udara pada belanja modal RM termasuk dana BLU sebesar Rp 324,84 M

				Sehingga total dana BLU yang tidak terserap di lingkungan Ditjen Udara sebesar Rp 746,73 M												81,032,133,442

												ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				- Belanja Pegawai		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				- Belanja Barang		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				- Belanja Modal RM		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				- Belanja Modal PLN		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				TOTAL		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





SISA PER SD

				REKAPITULASI SISA ANGGARAN BA 022 DIPA TAHUN ANGGARAN 2010																												TGL

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN																												PERUBAHAN



				(Dalam Ribuan Rp.)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU		SISA ANGGARAN TAHUN 2010

										KEGIATAN YG TIDAK DILAKSANAKAN						KELEBIHAN BEL. PEGAWAI, TRANSITO, DAN SISA DANA KEGIATAN		SISA KONTRAK (DANA EFISIENSI)		TANDA BINTANG / BLOKIR TIDAK TERSERAP						BLU		TOTAL SISA ANGGARAN		%

										RM		PHLN		TOTAL						RM		PHLN		TOTAL

				1		2		3		4		5		6=(4+5)		7		8		9		10		12=(9+10+11)		13		14=(6+7+8+12)		15						tidak dilaksanakan		TRANSITO		sisa kontrak		bintang

				1.		SEKRETARIAT JENDERAL		322,940,226		1,168,540		-		1,168,540		27,695,994		6,271,322		2,410,274		-		2,410,274		-		37,546,129		11.63		285,394,097		88.37		1,168,540		27,695,994		6,271,322		2,410,274

				2.		INSPEKTORAT JENDERAL		71,001,767		-		-		-		14,270,019		223,169		164		-		164		-		14,493,352		20.41		56,508,415		79.59		-		14,270,019		223,169		164

				3.		DITJEN PHB DARAT		1,838,442,619		5,000,000		4,236,057		9,236,057		32,619,094		81,803,977		12,246,416		-		12,246,416		-		135,905,544		7.39		1,702,537,075		92.61		9,236,057		32,619,094		81,803,977		12,246,416

				4.		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387		65,416,727		232,764,340		298,181,067		132,365,527		61,697,158		10,351,418		71,790,760		82,142,178		-		574,385,930		14.66		3,342,476,457		85.34		298,181,067		132,365,527		61,697,158		82,142,178

				5.		DITJEN PHB LAUT		4,623,016,000		16,125,655		12,000,000		28,125,655		236,170,759		69,197,544		20,906,402		246,591,720		267,498,122		-		600,992,080		13.00		4,022,023,920		87.00		28,125,655		236,170,759		69,197,544		267,498,122

				6.		DITJEN PHB UDARA		4,462,999,908		12,979,545		6,540,000		19,519,545		25,299,186		306,065,019		156,783,010		23,521,633		180,304,643		-		531,188,392		11.90		3,931,811,516		88.10		19,519,545		25,299,186		306,065,019		180,304,643

				7.		BADAN LITBANG		87,828,682		-		-		-		5,668,485		977,334		92,972		-		92,972		-		6,738,790		7.67		81,089,892		92.33		-		5,668,485		977,334		92,972

				8.		BADAN PSDM		2,572,463,318		164,357,028		9,390,000		173,747,028		152,489,452		71,490,803		78,794,920		-		78,794,920		28,206,409		504,728,612		19.62		2,067,734,706		80.38		173,747,028		152,489,452		71,490,803		78,794,920



						JUMLAH		17,895,554,907		265,047,495		264,930,397		529,977,892		626,578,515		597,726,325		281,585,576		341,904,113		623,489,689		28,206,409		2,405,978,830		13.44		15,489,576,077





																								real akhir thn				15,489,576,077		86.56

																								tak serterap				1,808,252,505





														91.99																86.56

																		1,153,467,580













&6&Z&F	




REKAP



				REKAP REALISASI ANGGARAN POSISI 31 DESEMBER 2010 DAN SISA ANGGARAN TAHUN 2010

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

																										(dalam ribuan rupiah)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU		REALISASI		%				SISA ANGGARAN

																KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN		KELEBIHAN BELANJA PEGAWAI,TRANSITO, DAN SISA DANA KEGIATAN		SISA KONTRAK		DANA TANDA BINTANG/ BLOKIR		BLU		TOTAL

												KEU		FISIK

				1		SEKRETARIAT JENDERAL		322,940,226		285,394,097		88.37		97.31		1,168,540		27,695,994		6,271,322		2,410,274		-		37,546,129				0.0180458347		ERROR:#REF!		1.7560401762

				2		INSPEKTORAT JENDERAL		71,001,767		56,508,415		79.59		100.00		-		14,270,019		223,169		164		-		14,493,352				0.0039675644		ERROR:#REF!		0.3967564424

				3		DITJEN PERHUBUNGAN DARAT		1,838,442,619		1,702,537,075		92.61		98.14		9,236,057		32,619,094		81,803,977		12,246,416		-		135,905,544				0.1027318029		ERROR:#REF!		10.0820991339

				4		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387		3,342,476,457		85.34		89.73		298,181,067		132,365,527		61,697,158		82,142,178		-		574,385,930				0.2188734804		ERROR:#REF!		19.6395174004

				5		DITJEN PERHUBUNGAN LAUT		4,623,016,000		4,022,023,920		87.00		90.20		28,125,655		236,170,759		69,197,544		267,498,122		-		600,992,080				0.258333202		ERROR:#REF!		23.3016548169		pred oke		REAL OKE

				6		DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		4,462,999,908		3,931,811,516		88.10		90.04		19,519,545		25,299,186		306,065,019		180,304,643		-		531,188,392				0.249391535		ERROR:#REF!		22.4552138117

				7		BADAN LITBANG PERHUBUNGAN		87,828,682		81,089,892		92.33		100.00		-		5,668,485		977,334		92,972		-		6,738,790				0.004907849		ERROR:#REF!		0.4907849042

				8		BADAN PSDM PERHUBUNGAN		2,572,463,318		2,067,734,706		80.38		83.90		173,747,028		152,489,452		71,490,803		78,794,920		28,206,409		504,728,612				0.1437487315		ERROR:#REF!		12.0605185758

				T O T A L				17,895,554,907		15,489,576,077		86.56		90.18		529,977,892		626,578,515		597,726,325		623,489,689		28,206,409		2,405,978,830				1		ERROR:#REF!		90.1825852615







REWARD & PUNISHMENT



				REKAP REWARD & PUNISMENT POSISI 31 DESEMBER 2010 DAN SISA ANGGARAN TAHUN 2010

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

																				(dalam ribuan rupiah)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU		REALISASI		%				KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN		SISA KONTRAK		SELISIH

												KEU		FISIK

				1		SEKRETARIAT JENDERAL		322,940,226		285,394,097		88.37		97.31		1,168,540		6,271,322		5,102,782				0.0180458347		ERROR:#REF!		1.7560401762

				2		INSPEKTORAT JENDERAL		71,001,767		56,508,415		79.59		100.00		-		223,169		223,169				0.0039675644		ERROR:#REF!		0.3967564424

				3		DITJEN PERHUBUNGAN DARAT		1,838,442,619		1,702,537,075		92.61		98.14		9,236,057		81,803,977		72,567,920				0.1027318029		ERROR:#REF!		10.0820991339

				4		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387		3,342,476,457		85.34		89.73		298,181,067		61,697,158		(236,483,909)				0.2188734804		ERROR:#REF!		19.6395174004

				5		DITJEN PERHUBUNGAN LAUT		4,623,016,000		4,022,023,920		87.00		90.20		28,125,655		69,197,544		41,071,889				0.258333202		ERROR:#REF!		23.3016548169		pred oke		REAL OKE

				6		DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		4,462,999,908		3,931,811,516		88.10		90.04		19,519,545		306,065,019		286,545,474				0.249391535		ERROR:#REF!		22.4552138117

				7		BADAN LITBANG PERHUBUNGAN		87,828,682		81,089,892		92.33		100.00		-		977,334		977,334				0.004907849		ERROR:#REF!		0.4907849042

				8		BADAN PSDM PERHUBUNGAN		2,572,463,318		2,067,734,706		80.38		83.90		173,747,028		71,490,803		(102,256,226)				0.1437487315		ERROR:#REF!		12.0605185758

				T O T A L				17,895,554,907		15,489,576,077		86.56		90.18		529,977,892		597,726,325		67,748,433				1		ERROR:#REF!		90.1825852615







SISA DANA PHLN



				REKAPITULASI DANA TIDAK TERSERAP PHLN POSISI 31 DESEMBER 2010

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

																		(dalam Rp.)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU		REALISASI		%				PAGU DANA PHLN		DANA TIDAK TERSERAP PHLN		%

												KEU		FISIK

				1		DITJEN PERHUBUNGAN DARAT		1,838,442,619		1,702,537,075		92.61		98.14		5,000,000,000		4,236,057,000		84.72

				2		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387		3,342,476,457		85.34		89.73		869,633,932,000		419,689,594,000		48.26

				3		DITJEN PERHUBUNGAN LAUT		4,623,016,000		4,022,023,920		87.00		90.20		668,400,000,000		318,314,382,000		47.62

				4		DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		4,462,999,908		3,931,811,516		88.10		90.04		182,837,424,000		33,474,998,500		18.31

				5		BADAN PSDM PERHUBUNGAN		2,572,463,318		2,067,734,706		80.38		83.90		119,390,000,000		70,924,829,590		59.41

				T O T A L				17,413,784,232		15,066,583,674		86.52		0.00		1,845,261,356,000		846,639,861,090		45.88








PAGU

				PERKEMBANGAN ALOKASI PAGU DANA TAHUN ANGGARAN 2010

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



																				(dalam ribuan rupiah)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU AWAL		PEMOTONGAN		LUNCURAN/ PENCANTUMAN/ PERCEPATAN PENARIKAN PHLN		APBN-P		PENAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN PNBP		BLU		TOTAL PAGU

				1		Sekretariat Jenderal 		322,940,226		-		-		-		-		-		322,940,226		-

				2		Inspektorat Jenderal		71,001,767		-		-		-		-		-		71,001,767		-

				3		Ditjen Phb. Darat 		1,838,442,619		-		-		-		-		-		1,838,442,619		-

				4		Ditjen Perkeretaapian 		3,729,460,695		1,110,000		174,511,692		14,000,000		-		-		3,916,862,387		187,401,692

				5		Ditjen Phb. Laut 		4,438,417,303		10,040,862		12,000,000		137,500,000		45,139,559		-		4,623,016,000		184,598,697

				6		Ditjen Phb. Udara 		3,873,546,579		-		37,317,424		546,500,000		5,635,905		-		4,462,999,908		589,453,329

				7		Badan Litbang Phb.		87,828,682		-		-		-		-		-		87,828,682		-

				8		Badan PSDM Phb.		1,472,198,018		-		-		1,048,400,000		-		51,865,300		2,572,463,318		1,100,265,300

				JUMLAH				15,833,835,889		11,150,862		223,829,116		1,746,400,000		50,775,464		51,865,300		17,895,554,907







&8&Z&F   &A	&P/&N




UPT-SATKER 2010







																(dalam Miliar Rp.)

				NO.		UNIT KERJA		JUMLAH UPT/ SATKER		PAGU		REALISASI		PROSENTASE (%)

														KEU.		FISIK

				1		Sekretariat Jenderal 		18		322.94		285.39		88.37		97.31

				2		Inspektorat Jenderal		1		71.00		56.51		79.59		100.00

				3		Ditjen Phb. Darat 		82		1,838.44		1,702.54		92.61		98.14

				4		Ditjen Perkeretaapian 		25		3,916.86		3,342.51		85.34		89.73

				5		Ditjen Phb. Laut 		355		4,623.02		4,022.02		87.00		90.20

				6		Ditjen Phb. Udara 		166		4,463.00		3,931.81		88.10		90.04

				7		Badan Litbang Phb.		5		87.83		81.09		92.33		100.00

				8		Badan PSDM Phb.		24		2,572.46		2,067.73		80.38		83.90

				JUMLAH				676		17,895.55		15,489.61		86.56		90.18



&8&Z&F   &A	&P/&N





SISA DANA

		REKAPITULASI SISA DANA BA 022 DIPA TAHUN ANGGARAN 2010

		DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

																								(Dalam Rupiah)

		NO		SUB SEKTOR		PAGU DIPA BA 022		REALISASI		%		SISA DANA

												KEGIATAN YG TIDAK DILAKSANAKAN		KELEBIHAN BEL. PEGAWAI, TRANSITO, DAN SISA DANA KEGIATAN		SISA KONTRAK		TANDA BINTANG / BLOKIR		DANA BLU		TOTAL SISA DANA		%

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11=6+7+8+9+10		12

		1		SEKRETARIAT JENDERAL		322,940,226,000		285,394,096,911		88.37		1,168,539,646		27,695,993,883		6,271,321,560		2,410,274,000		-		37,546,129,089		11.63

				- Belanja Pegawai		45,726,642,000		40,527,738,285		88.63		-		5,198,903,715		-		-		-		5,198,903,715		11.37

				- Belanja Barang		217,385,441,000		187,592,323,116		86.29		1,168,539,646		22,497,090,168		4,454,814,070		1,672,674,000		-		29,793,117,884		13.71

				- Belanja Modal RM		59,828,143,000		57,274,035,510		95.73		-		-		1,816,507,490		737,600,000		-		2,554,107,490		4.27

				- Belanja Modal PLN		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



		2		INSPEKTORAT JENDERAL		71,001,767,000		56,508,415,130		79.59		-		14,270,018,530		223,169,340		164,000		-		14,493,351,870		20.41

				- Belanja Pegawai		13,612,497,000		10,449,268,768		76.76		-		3,163,228,232		-		-		-		3,163,228,232		23.24

				- Belanja Barang		54,745,775,000		43,638,820,702		79.71		-		11,106,790,298		-		164,000		-		11,106,954,298		20.29

				- Belanja Modal RM		2,643,495,000		2,420,325,660		91.56		-		-		223,169,340		-		-		223,169,340		8.44

				- Belanja Modal PLN		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



		3		DITJEN PHB DARAT		1,838,442,619,000		1,702,537,074,723		92.61		9,236,057,000		32,619,093,906		81,803,977,371		12,246,416,000		-		135,905,544,277		7.39				135,905,544,277

				- Belanja Pegawai		34,928,554,000		28,533,047,094		81.69		-		6,395,506,906		-		-		-		6,395,506,906		18.31		28,533,047,094		28,533,047,094		-				6,395,506,906

				- Belanja Barang		299,258,536,000		266,010,035,105		88.89		-		14,791,720,000		18,225,180,895		231,600,000		-		33,248,500,895		11.11		266,010,035,105		266,010,035,105		-

				- Belanja Modal RM		1,499,255,529,000		1,407,230,049,524		93.86		5,000,000,000		11,431,867,000		63,578,796,476		12,014,816,000		-		92,025,479,476		6.14		1,407,230,049,524		1,407,230,049,524		-

				- Belanja Modal PLN		5,000,000,000		763,943,000		15.28		4,236,057,000		-		-		-		-		4,236,057,000		84.72		763,943,000		763,943,000		-

																				154,665,770,000

		4		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387,000		3,342,507,023,000		85.34		298,181,067,000		132,334,961,000		61,697,158,000		82,142,178,000		-		574,355,364,000		14.66		574,355,364,000

				- Belanja Pegawai		16,041,375,000		18,194,525,000		113.42		-		(2,153,150,000)		-		-		-		(2,153,150,000)		(13.42)		18,194,525,000		18,194,525,000		-

				- Belanja Barang		43,257,208,000		33,420,088,000		77.26		-		6,796,817,000		-		3,040,303,000		-		9,837,120,000		22.74		33,420,088,000		33,395,835,000		(24,253,000)

				- Belanja Modal RM		2,987,929,872,000		2,840,948,073,000		95.08		65,416,727,000		12,556,800,000		61,697,158,000		7,311,115,000		-		146,981,800,000		4.92		2,840,948,072,000		2,837,760,172,000		(3,187,900,000)

				- Belanja Modal PLN		869,633,932,000		449,944,337,000		51.74		232,764,340,000		115,134,494,000		-		71,790,760,000		-		419,689,594,000		48.26		449,944,338,000		453,619,773,000		3,675,435,000

																										SEHARUSNYA		SELISIH

		5		DITJEN PHB LAUT		4,623,016,000,000		4,022,023,920,000		87.00		28,125,655,000		236,170,759,000		69,197,544,000		267,498,122,000		-		600,992,080,000		13.00		600,992,080,000		-

				- Belanja Pegawai		737,609,233,000		668,488,806,000		90.63		-		69,120,427,000		-		-		-		69,120,427,000		9.37		69,120,427,000		-

				- Belanja Barang		1,218,724,124,000		1,091,724,953,000		89.58		2,170,042,000		105,590,910,000		7,980,674,000		11,257,545,000		-		126,999,171,000		10.42		126,999,171,000		-

				- Belanja Modal RM		1,998,282,643,000		1,911,724,543,000		95.67		13,955,613,000		1,736,760,000		61,216,870,000		9,648,857,000		-		86,558,100,000		4.33		86,558,100,000		-

				- Belanja Modal PLN		668,400,000,000		350,085,618,000		52.38		12,000,000,000		59,722,662,000		-		246,591,720,000		-		318,314,382,000		47.62		318,314,382,000		-



		6		DITJEN PHB UDARA		4,462,999,908,000		3,931,811,515,518		88.10		19,519,545,000		25,299,186,361		306,065,018,621		180,304,642,500		-		531,188,392,482		11.90		531,188,392,482.00		- 0

				- Belanja Pegawai		248,586,924,000		225,981,103,639		90.91		-		22,605,820,361		-		-		-		22,605,820,361		9.09

				- Belanja Barang		829,841,689,000		683,102,933,838		82.32		3,832,145,000				114,635,185,662		28,271,424,500		-		146,738,755,162		17.68		146,738,755,162

				- Belanja Modal RM		3,201,733,871,000		2,873,365,052,541		89.74		9,147,400,000		-		190,709,832,959		128,511,585,500				328,368,818,459		10.26

				- Belanja Modal PLN		182,837,424,000		149,362,425,500		81.69		6,540,000,000		2,693,366,000		720,000,000		23,521,632,500				33,474,998,500		18.31		ERROR:#NAME?

																										ERROR:#NAME?

		7		BADAN LITBANG		87,828,682,000		81,089,891,506		92.33		-		5,668,484,990		977,333,504		92,972,000		-		6,738,790,494		7.67

				- Belanja Pegawai		16,221,990,000		11,283,471,587		69.56		-		4,938,518,413		-		-		-		4,938,518,413		30.44

				- Belanja Barang		27,309,490,000		26,486,551,423		96.99		-		729,966,577		-		92,972,000		-		822,938,577		3.01

				- Belanja Modal RM		44,297,202,000		43,319,868,496		97.79		-		-		977,333,504		-		-		977,333,504		2.21

				- Belanja Modal PLN		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



		8		BADAN PSDM		2,572,463,318,000		2,067,734,706,437		80.38		173,747,028,200		152,489,451,669		71,490,802,600		78,794,920,000		28,206,409,094		504,728,611,563		19.62

				- Belanja Pegawai		166,608,765,000		154,038,120,348		92.45		-		12,528,644,652		-		42,000,000		-		12,570,644,652		7.55

				- Belanja Barang		512,989,177,000		389,709,656,560		75.97		3,957,712,000		77,625,832,796		491,195,000		13,488,388,000		27,716,392,644		123,279,520,440		24.03

				- Belanja Modal RM		1,773,475,376,000		1,475,521,759,119		83.20		160,399,316,200		800,144,631		70,999,607,600		65,264,532,000		490,016,450		297,953,616,881		16.80

				- Belanja Modal PLN		119,390,000,000		48,465,170,410		40.59		9,390,000,000		61,534,829,590		-		-		-		70,924,829,590		59.41



		JUMLAH				17,895,554,907,000		15,489,606,643,225		86.56		529,977,891,846		626,547,949,339		597,726,324,996		623,489,688,500		28,206,409,094		2,405,948,263,775		13.44

																						2,405,948,263,775

		Catatan :

		-		Dana blokir di ditjen Perhubungan Udara pada belanja barang adalah dana BLU 

		-		Dana blokir di ditjen Perhubungan Udara pada belanja modal RM termasuk dana BLU sebesar Rp 324,84 M

				Sehingga total dana BLU yang tidak terserap di lingkungan Ditjen Udara sebesar Rp 746,73 M												81,032,133,442

												ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				- Belanja Pegawai		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				- Belanja Barang		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				- Belanja Modal RM		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				- Belanja Modal PLN		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				TOTAL		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





SISA PER SD

				REKAPITULASI SISA ANGGARAN BA 022 DIPA TAHUN ANGGARAN 2010																												TGL

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN																												PERUBAHAN



				(Dalam Ribuan Rp.)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU		SISA ANGGARAN TAHUN 2010

										KEGIATAN YG TIDAK DILAKSANAKAN						KELEBIHAN BEL. PEGAWAI, TRANSITO, DAN SISA DANA KEGIATAN		SISA KONTRAK (DANA EFISIENSI)		TANDA BINTANG / BLOKIR TIDAK TERSERAP						BLU		TOTAL SISA ANGGARAN		%

										RM		PHLN		TOTAL						RM		PHLN		TOTAL

				1		2		3		4		5		6=(4+5)		7		8		9		10		12=(9+10+11)		13		14=(6+7+8+12)		15						tidak dilaksanakan		TRANSITO		sisa kontrak		bintang

				1.		SEKRETARIAT JENDERAL		322,940,226		1,168,540		-		1,168,540		27,695,994		6,271,322		2,410,274		-		2,410,274		-		37,546,129		11.63		285,394,097		88.37		1,168,540		27,695,994		6,271,322		2,410,274

				2.		INSPEKTORAT JENDERAL		71,001,767		-		-		-		14,270,019		223,169		164		-		164		-		14,493,352		20.41		56,508,415		79.59		-		14,270,019		223,169		164

				3.		DITJEN PHB DARAT		1,838,442,619		5,000,000		4,236,057		9,236,057		32,619,094		81,803,977		12,246,416		-		12,246,416		-		135,905,544		7.39		1,702,537,075		92.61		9,236,057		32,619,094		81,803,977		12,246,416

				4.		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387		65,416,727		232,764,340		298,181,067		132,334,961		61,697,158		10,351,418		71,790,760		82,142,178		-		574,355,364		14.66		3,342,507,023		85.34		298,181,067		132,334,961		61,697,158		82,142,178

				5.		DITJEN PHB LAUT		4,623,016,000		16,125,655		12,000,000		28,125,655		236,170,759		69,197,544		20,906,402		246,591,720		267,498,122		-		600,992,080		13.00		4,022,023,920		87.00		28,125,655		236,170,759		69,197,544		267,498,122

				6.		DITJEN PHB UDARA		4,462,999,908		12,979,545		6,540,000		19,519,545		25,299,186		306,065,019		156,783,010		23,521,633		180,304,643		-		531,188,392		11.90		3,931,811,516		88.10		19,519,545		25,299,186		306,065,019		180,304,643

				7.		BADAN LITBANG		87,828,682		-		-		-		5,668,485		977,334		92,972		-		92,972		-		6,738,790		7.67		81,089,892		92.33		-		5,668,485		977,334		92,972

				8.		BADAN PSDM		2,572,463,318		164,357,028		9,390,000		173,747,028		152,489,452		71,490,803		78,794,920		-		78,794,920		28,206,409		504,728,612		19.62		2,067,734,706		80.38		173,747,028		152,489,452		71,490,803		78,794,920



						JUMLAH		17,895,554,907		265,047,495		264,930,397		529,977,892		626,547,949		597,726,325		281,585,576		341,904,113		623,489,689		28,206,409		2,405,948,264		13.44		15,489,606,643





																								real akhir thn				15,489,606,643		86.56

																								tak serterap				1,808,221,939





														91.99																86.56

																		1,153,467,580













&6&Z&F	




REKAP



				REKAP REALISASI ANGGARAN POSISI 31 DESEMBER 2010 DAN SISA ANGGARAN TAHUN 2010

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

																										(dalam ribuan rupiah)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU		REALISASI		%				SISA ANGGARAN

																KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN		KELEBIHAN BELANJA PEGAWAI,TRANSITO, DAN SISA DANA KEGIATAN		SISA KONTRAK		DANA TANDA BINTANG/ BLOKIR		BLU		TOTAL

												KEU		FISIK

				1		SEKRETARIAT JENDERAL		322,940,226		285,394,097		88.37		97.31		1,168,540		27,695,994		6,271,322		2,410,274		-		37,546,129				0.0180458347		ERROR:#REF!		1.7560401762

				2		INSPEKTORAT JENDERAL		71,001,767		56,508,415		79.59		100.00		-		14,270,019		223,169		164		-		14,493,352				0.0039675644		ERROR:#REF!		0.3967564424

				3		DITJEN PERHUBUNGAN DARAT		1,838,442,619		1,702,537,075		92.61		98.14		9,236,057		32,619,094		81,803,977		12,246,416		-		135,905,544				0.1027318029		ERROR:#REF!		10.0820991339

				4		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387		3,342,507,023		85.34		89.73		298,181,067		132,334,961		61,697,158		82,142,178		-		574,355,364				0.2188734804		ERROR:#REF!		19.6395174004

				5		DITJEN PERHUBUNGAN LAUT		4,623,016,000		4,022,023,920		87.00		90.20		28,125,655		236,170,759		69,197,544		267,498,122		-		600,992,080				0.258333202		ERROR:#REF!		23.3016548169		pred oke		REAL OKE

				6		DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		4,462,999,908		3,931,811,516		88.10		90.04		19,519,545		25,299,186		306,065,019		180,304,643		-		531,188,392				0.249391535		ERROR:#REF!		22.4552138117

				7		BADAN LITBANG PERHUBUNGAN		87,828,682		81,089,892		92.33		100.00		-		5,668,485		977,334		92,972		-		6,738,790				0.004907849		ERROR:#REF!		0.4907849042

				8		BADAN PSDM PERHUBUNGAN		2,572,463,318		2,067,734,706		80.38		83.90		173,747,028		152,489,452		71,490,803		78,794,920		28,206,409		504,728,612				0.1437487315		ERROR:#REF!		12.0605185758

				T O T A L				17,895,554,907		15,489,606,643		86.56		90.18		529,977,892		626,547,949		597,726,325		623,489,689		28,206,409		2,405,948,264				1		ERROR:#REF!		90.1825852615







REWARD & PUNISHMENT



				REKAP REWARD & PUNISMENT POSISI 31 DESEMBER 2010 DAN SISA ANGGARAN TAHUN 2010

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

																				(dalam ribuan rupiah)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU		REALISASI		%				KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN		SISA KONTRAK		SELISIH

												KEU		FISIK

				1		SEKRETARIAT JENDERAL		322,940,226		285,394,097		88.37		97.31		1,168,540		6,271,322		5,102,782				0.0180458347		ERROR:#REF!		1.7560401762

				2		INSPEKTORAT JENDERAL		71,001,767		56,508,415		79.59		100.00		-		223,169		223,169				0.0039675644		ERROR:#REF!		0.3967564424

				3		DITJEN PERHUBUNGAN DARAT		1,838,442,619		1,702,537,075		92.61		98.14		9,236,057		81,803,977		72,567,920				0.1027318029		ERROR:#REF!		10.0820991339

				4		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387		3,342,507,023		85.34		89.73		298,181,067		61,697,158		(236,483,909)				0.2188734804		ERROR:#REF!		19.6395174004

				5		DITJEN PERHUBUNGAN LAUT		4,623,016,000		4,022,023,920		87.00		90.20		28,125,655		69,197,544		41,071,889				0.258333202		ERROR:#REF!		23.3016548169		pred oke		REAL OKE

				6		DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		4,462,999,908		3,931,811,516		88.10		90.04		19,519,545		306,065,019		286,545,474				0.249391535		ERROR:#REF!		22.4552138117

				7		BADAN LITBANG PERHUBUNGAN		87,828,682		81,089,892		92.33		100.00		-		977,334		977,334				0.004907849		ERROR:#REF!		0.4907849042

				8		BADAN PSDM PERHUBUNGAN		2,572,463,318		2,067,734,706		80.38		83.90		173,747,028		71,490,803		(102,256,226)				0.1437487315		ERROR:#REF!		12.0605185758

				T O T A L				17,895,554,907		15,489,606,643		86.56		90.18		529,977,892		597,726,325		67,748,433				1		ERROR:#REF!		90.1825852615







SISA DANA PHLN



				REKAPITULASI DANA TIDAK TERSERAP PHLN POSISI 31 DESEMBER 2010

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

																		(dalam Rp.)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU		REALISASI		%				PAGU DANA PHLN		DANA TIDAK TERSERAP PHLN		%

												KEU		FISIK

				1		DITJEN PERHUBUNGAN DARAT		1,838,442,619		1,702,537,075		92.61		98.14		5,000,000,000		4,236,057,000		84.72

				2		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387		3,342,507,023		85.34		89.73		869,633,932,000		419,689,594,000		48.26

				3		DITJEN PERHUBUNGAN LAUT		4,623,016,000		4,022,023,920		87.00		90.20		668,400,000,000		318,314,382,000		47.62

				4		DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		4,462,999,908		3,931,811,516		88.10		90.04		182,837,424,000		33,474,998,500		18.31

				5		BADAN PSDM PERHUBUNGAN		2,572,463,318		2,067,734,706		80.38		83.90		119,390,000,000		70,924,829,590		59.41

				T O T A L				17,413,784,232		15,066,614,240		86.52		0.00		1,845,261,356,000		846,639,861,090		45.88







SISA DANA RM



				REKAPITULASI DANA TIDAK TERSERAP RM POSISI 31 DESEMBER 2010

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

																		(dalam Rp.)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU		REALISASI		%				PAGU DANA RM		DANA TIDAK TERSERAP RM		%

												KEU		FISIK

				1		SEKRETARIAT JENDERAL		1,838,442,619		1,702,537,075		92.61		98.14		322,940,226,000		37,546,129,089		11.63

				2		INSPEKTORAT JENDERAL										71,001,767,000		14,493,351,870		20.41

				3		DITJEN PERHUBUNGAN DARAT		1,838,442,619		3,342,507,023		181.81		98.14		1,833,442,619,000		131,669,487,277		7.18

				4		DITJEN PERKERETAAPIAN		3,916,862,387		3,342,507,023		85.34		89.73		3,047,228,455,000		154,665,770,000		5.08

				5		DITJEN PERHUBUNGAN LAUT		4,623,016,000		4,022,023,920		87.00		90.20		3,954,616,000,000		282,677,698,000		7.15

				6		DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		4,462,999,908		3,931,811,516		88.10		90.04		4,280,162,484,000		497,713,393,982		11.63

				7		BADAN LITBANG PERHUBUNGAN										87,828,682,000		6,738,790,494		7.67

				8		BADAN PSDM PERHUBUNGAN		2,572,463,318		2,067,734,706		80.38		83.90		2,453,073,318,000		433,803,781,973		17.68

				T O T A L				19,252,226,851		18,409,121,263		95.62		0.00		16,050,293,551,000		1,559,308,402,685		9.71








PAGU

				PERKEMBANGAN ALOKASI PAGU DANA TAHUN ANGGARAN 2010

				DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



																				(dalam ribuan Rp.)

				NO.		UNIT KERJA		PAGU AWAL		PEMOTONGAN		LUNCURAN/ PENCANTUMAN/ PERCEPATAN PENARIKAN PHLN		APBN-P		PENAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN PNBP		BLU		TOTAL PAGU

				1		Sekretariat Jenderal 		322,940,226		-		-		-		-		-		322,940,226

				2		Inspektorat Jenderal		71,001,767		-		-		-		-		-		71,001,767

				3		Ditjen Phb. Darat 		1,838,442,619		-		-		-		-		-		1,838,442,619

				4		Ditjen Perkeretaapian 		3,729,460,695		1,110,000		174,511,692		14,000,000		-		-		3,916,862,387

				5		Ditjen Phb. Laut 		4,438,417,303		10,040,862		12,000,000		137,500,000		45,139,559		-		4,623,016,000

				6		Ditjen Phb. Udara 		3,873,546,579		-		37,317,424		546,500,000		5,635,905		-		4,462,999,908

				7		Badan Litbang Phb.		87,828,682		-		-		-		-		-		87,828,682

				8		Badan PSDM Phb.		1,472,198,018		-		-		1,048,400,000		-		51,865,300		2,572,463,318

				JUMLAH				15,833,835,889		11,150,862		223,829,116		1,746,400,000		50,775,464		51,865,300		17,895,554,907





&8&Z&F   &A	&P/&N





